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BAB I

FILOSOFI PENGADAAN PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI

1.1. Latar Belakang

Pengadaan barang/jasa menduduki posisi yang sangat penting dalam suatu organisasi, karena

merupakan sarana penggunaan anggaran dalam jumlah signifikan guna mendapatkan barang, jasa,

dan pekerjaan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan misi organisasi. Pengadaan barang/jasa juga

menduduki posisi penting dalam Penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan yang dilakukan oleh

PT Pembangkitan Jawa-Bali, selanjutnya disebut PJB.

Pengadaan di PJB dari tahun 2012 sampai digantikan dengan Pedoman ini, menggunakan Keputusan

Direksi PT PJB  Nomor 087.K/010/DIR/2012 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa

di PT Pembangkitan Jawa-Bali, yang merupakan perubahan terakhir untuk menyesuaikan dengan

good practice dalam pengadaan.

Selama menggunakan pedoman pengadaan, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan,

diantaranya adalah :

a. Sumber Daya Manusia : yang semula dipersepsikan bahwa pengadaan lebih berfungsi

administratif dan reaktif, menjadi profesi pengadaan yang mempunyai disiplin sendiri, merupakan

aksi korporasi dan mengikuti standar profesi secara internasional.

b. Cakupan peraturan pengadaan : dari fokus pada proses pelaksanaan pelelangan atau metode

pemilihan lain sampai ke perjanjian/kontrak, menjadi meliputi seluruh siklus pengadaan dengan

penekanan lebih besar pada aspek perencanaan pengadaan korporat yang lebih baik, serta

manajemen pelaksanaan perjanjian/kontrak, termasuk pemantauan dan pengelolaan kinerja

Penyedia.

c. Pemahaman atas pentingnya perencanaan pengadaan : dari proses perencanaan pengadaan

yang lebih dipahami sebagai proses administrasi, menjadi berbasis pada Riset Pasar untuk

secara aktif mampu menyesuaikan/mengendalikan pasar.

d. Konsep Value for Money : dari persepsi umum bahwa Value for Money adalah sebagai harga

(awal) terendah, menjadi biaya termurah dalam jangka panjang yang mampu memberikan best

return bagi pelaksanaan misi PJB, termasuk 6 (enam) rights : tepat kualitas, kuantitas, waktu,

tempat,  tujuan sosial ekonomi, dan harga.

e. Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Risiko dan Audit Internal : secara umum belum

mengimplementasikan konsep 3 (tiga) Lines of Defense, dimana ada pembagian tugas dan

tanggung jawab dalam pengelolaan risiko di pengadaan, antara Manajemen (sebagai pengguna

dan pelaksana pengadaan yang kepanitiaan), dengan fungsi manajemen risiko dan audit internal.
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f. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri dan Sinergi BUMN : perlunya memperkuat aspek

pendayagunaan produksi dalam negeri, melalui perencanaan yang lebih baik dan adanya strategi

kemitraan dalam jangka waktu lebih panjang tetapi tetap menjaga prinsip tata kelola perusahaan

yang baik, seperti adopsi metode open book system, serta sinergi BUMN untuk mendorong

ekonomi nasional.

Beberapa kepentingan penyempurnaan pedoman pengadaan tersebut diatas menjadi sebagian dasar

dari perlunya penyusunan pedoman umum pengadaan barang/jasa di PJB.

1.2. Pentingnya Value for Money

Pengadaan adalah “seluruh proses akuisisi dari pihak lain (termasuk aspek logistik) dan mencakup

barang, jasa, dan pekerjaan. Proses ini mencakup seluruh daur hidup (life cycle) sejak konsep awal

dan penentuan kebutuhan, hingga ke akhir masa manfaat aset atau akhir kontrak jasa".

Pengadaan harus didasarkan pada konsep “Value for Money - VfM” (“nilai beli yang sepadan”),
yaitu kombinasi optimum dari 6 (enam) rights (6 Rs): tepat kualitas, kuantitas, waktu, tempat, tujuan

sosial ekonomi, dan harga, yang memenuhi kebutuhan dari pengguna, dan tidak selalu merupakan

opsi harga awal paling murah (lowest initial price option), tetapi merupakan kembalian tertinggi (best

return) dari investasi yang mempertimbangkan kriteria evaluasi yang sudah ditentukan. Dalam konsep

6 Rs, tepat harga merupakan paling akhir karena tergantung pada 5 Rs lainnya, sedangkan tujuan

sosial ekonomi ini dapat berupa tujuan sosial, lingkungan, dan tujuan strategis lain, seperti mendorong

penggunaan produk dalam negeri.

Gambar 1.1 Siklus Pengadaan Lengkap Secara Umum

VfM bergantung pada kombinasi yang tepat antara kompetisi, cara inovatif pengadaan termasuk

bentuk perjanjian/kontrak, dan juga pengelolaan risiko yang efektif. Praktek pengadaan yang baik

berfokus pada VfM sebagai prinsip fundamental.

A. Perencanaan Pengadaan

1. Identifikasi kebutuhan

4. Membuat spesifikasi

B. Pemilihan Penyedia

1. Research the Market

2. Evaluasi Penawaran
3. Klarifikasi VFM, Sanggah,

Penunjukan, Tanda Tangan Kontrak

C. Manajemen Kontrak

2. Mengkaji kinerja dan
pembayaran

1. Penyerahan Aset

1. Pemantauan kinerja &
menjaga hubungan

3. Membuat Rencana
Pengadaan: evaluasi
anggaran tersedia, Strategi
Pengadaan &
Perjanjian/Kontrak

D. Manajemen Aset /
Pasca Akuisisi

5. Menentukan kriteria
evaluasi & syarat kontrak

2. Perbaikan & pemeliharaan,
jaminan

3. Lifetime berakhir, disposal

2. Persetujuan

1. Undangan Memasukkan Penawaran
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Gambar 1.2 VfM Sebagai Fungsi dari 6 Rights

Hanya saja masih terdapat persepsi pihak eksternal dan internal PJB bahwa VfM adalah harga

termurah dalam suatu pelelangan terbuka yang kompetitif, mengalahkan aspek lainnya, seperti

kualitas. Oleh karena persepsi ini, maka calon Penyedia barang/jasa dapat menawarkan harga sangat

murah, yang ternyata dilakukan dengan menurunkan kualitas barang/jasa dan aspek lainnya.

Penurunan kualitas ini dapat terjadi karena keterbatasan dalam pengawasan, tidak terpantau dari

awal dan sebagainya.

Pedoman Umum ini mengadopsi konsep VfM dengan menempatkan 6 Rs dalam proporsi yang tepat,

sesuai dengan tujuan dan strategi pengadaan untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi PJB.

Proporsi yang tepat ini misalnya, jika PJB mengambil kebijakan untuk menggunakan produk dalam

negeri, maka aspek Tujuan Sosial Ekonomi (pendayagunaan produksi dalam negeri) menduduki

nomor 1, sementara Harga tetap nomor 6. Kasus lain, dalam keadaan darurat yang dapat

membahayakan sistem ketenagalistrikan dan keputusan harus diambil dengan cepat, maka aspek

Waktu dan Tempat menduduki nomor 1 dan 2, sementara aspek pendayagunaan produksi dalam

negeri mungkin nomor 6, sementara dalam kategori pengadaan leverage, Harga dapat menduduki

nomor 1.

1.3. PT PJB sebagai Anak Perusahaan BUMN
PT PJB adalah Anak Perusahaan dari PT PLN (Persero), dimana PT PLN (Persero) merupakan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas. Karakteristik suatu badan

hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan

pengurusnya. Dengan demikian suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang

terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (sebagai pengawas), dan Pemegang

Saham (sebagai pemilik).
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Dari segi Keuangan Negara, modal/saham pada BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan

dalam bentuk perusahaan, sehingga pengelolaan kekayaannya tidak berdasarkan APBN, tetapi

berdasarkan kelaziman manajemen suatu perusahaan, seperti mengikuti industry standard dalam hal

usaha ketenagalistrikan, atau good procurement practice yang dapat mengacu pada standar yang

diterbitkan organisasi profesi pengadaan internasional.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menerapkan prinsip Business

Judgement Rule pada Pasal 97 ayat (5), yang menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat

dipertanggungjawabkan atas kerugian, apabila dapat membuktikan:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalainnya;

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai

dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan

pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

Hal di atas juga berlaku untuk karyawan PJB yang terlibat dalam pengadaan: baik dari Pejabat

Pelaksana Pengadaan, Pejabat yang berwenang, Pengguna Barang/Jasa, Value for Money

Committee.

Secara umum, unsur Business Judgement Rule antara lain adalah:

a. Keputusan yang diambil merupakan keputusan bisnis;

b. Due care (sikap berhati-hati);

c. Act in good faith (itikad baik);

d. No abuse of power (tidak ada penyalahgunaan wewenang);

e. Act in the best interests of the corporation (bertindak untuk kepentingan terbaik untuk

perusahaan);

f. Act on an informed basis (bertindak dengan informasi yang mencukupi);

g. Not be wasteful (tidak bertindak in-efisien);

h. Not involve self-interest (tidak ada konflik kepentingan untuk kepentingan pribadi); dan/atau

i. No secret profit rule doctrin of corporate opportunity (tidak mengambil keuntungan pribadi atas

suatu kesempatan yang sebenarnya menjadi milik/diperuntukkan untuk perseroan).

Gambar 1.3 Keseimbangan Manajemen Risiko dalam Pedoman Pengadaan

Over Control

Over Control
a. Red tape/birokratis
b. Forms over substance
c. Harga terendah, bukan biaya

terendah

Out of Control
a. Tidak terstandard & tidak konsisten
b. “fire-fighting” karena tidak terkontrol
c. Krisis (hukum, VfM tidak tercapai)

Less
Control

Pedoman Pengadaan PJB yang memberikan
koridor bagi profesionalisme pengadaan di PJB
meliputi:
a. Pendekatan Strategis
b. Value for money focus
c. Organisasi pengadaan struktural
d. Profesionalisasi pengadaan
e. Pengendalian risiko

Manajemen Risiko
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Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman

Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana

diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012, memberikan amanat bahwa

BUMN sebagai badan usaha perlu melakukan pengadaan barang dan jasa secara cepat, fleksibel,

efisien dan efektif agar tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian,

sehingga diperlukan pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dapat memenuhi

kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan,

adil dan wajar, serta akuntabel.

Tata cara pengadaan menurut Peraturan Menteri ini ditentukan lebih lanjut oleh Direksi BUMN, dan

berlaku untuk semua pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN, yang pembiayaannya

berasal dari anggaran BUMN atau anggaran pihak lain, termasuk yang dibiayai dari pinjaman/hibah

luar negeri (PHLN), baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh Pemerintah, kecuali pengadaan

barang dan jasa tersebut menggunakan dana langsung dari APBN/APBD baik sebagian maupun

seluruhnya. Pedoman Pengadaan PJB ini dibuat berdasarkan perintah dalam Keputusan RUPS PT

PJB tanggal 18 Februari 2016, dimana Direksi PJB diminta untuk meratifikasi pedoman pengadaan

PT PLN (Persero) (Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0620.K/DIR/2013 Jo. Keputusan Direksi

PT PLN (Persero) No. 0527.K/DIR/2014). Pedoman pengadaan PT PLN (Persero) sendiri merupakan

penetapan tata cara pengadaan sesuai Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor

PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-

15/MBU/2012. Pedoman ini berlaku untuk pengadaan yang menggunakan Anggaran PJB dan/atau

pinjaman yang tidak mensyaratkan mengikuti prosedur pengadaan pihak Penyedia dana (lender).

Untuk itu, Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PJB ini secara umum menerapkan beberapa

prinsip diatas, dalam hal good procurement practice dan business judgement rule, dengan membuat

keseimbangan bagi pengurus perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis (pengadaan) yang

berhati-hati, untuk kepentingan terbaik perusahaan, dan tidak mentolerir adanya konflik kepentingan

untuk kepentingan pribadi. Pedoman ini berlaku untuk pengadaan yang menggunakan Anggaran PJB

dan/atau pinjaman yang tidak mensyaratkan mengikuti prosedur pengadaan pihak Penyedia dana

(lender) (lihat Gambar 1.3).

1.4. Good Practice Yang Diadopsi Dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa

Pedoman Umum Pengadaan ini mengadopsi good procurement practice, sesuai dengan amanat

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara di atas, yaitu dengan mengimplementasikan:

1. Pendekatan strategis : menerapkan strategic framework, seperti supply positioning matrix.

2. Fokus Value for Money.

3. Organisasi : dari model kepanitiaan menjadi pejabat pengadaan struktural.

4. Kultur profesionalisme :pejabat pengadaan yang mampu melaksanakan peran Strategis, Taktis,

dan Operasional, dari pengadaan.

5. Pengendalian risiko : penerapan 3 Lines of Defense dalam sistem pengadaan.



6

1.4.1.Pendekatan Strategis

Salah satu elemen terpenting dalam pendekatan strategis terkait pengadaan adalah kewajiban

untuk melakukan Riset Pasar untuk semua portofolio kebutuhan PJB. Riset Pasar adalah riset

untuk mengidentifikasi dan mendapatkan seluruh informasi yang relevan terkait kebutuhan

pengadaan barang, jasa atau pekerjaan, yang akan digunakan untuk membuat strategi

pengadaan dan perjanjian/kontrak untuk mencapai tujuan pengadaan yang ditetapkan. Data dan

informasi yang perlu dikumpulkan termasuk informasi biaya dan harga, perkembangan teknologi

dan rekayasa termutakhir, beserta alternatifnya, serta kualifikasi Penyedia yang diharapkan.

Proses Penilaian Kualifikasi dan Due Diligence tersebut merupakan bagian dari Riset Pasar.

Data dan informasi yang dikumpulkan dan dianalisa berdasarkan pada strategic framework yang

biasa dipakai dalam good procurement practice, yaitu Supply Positioning Matrix (lihat Gambar

1.4).

Empat kuadran yang berbeda dalam matriks Gambar 1.4 merupakan kategori barang, pekerjaan

atau jasa dengan karakteristik yang berbeda, dan karena itu memerlukan strategi pengadaan

dan juga perjanjian/kontrak yang berbeda. Harus diingat kalau penjelasan berikut merupakan

ilustrasi yang perlu dimutakhirkan sesuai riset pasar, karena bisa saja suatu perjanjian/kontrak

pembangunan pembangkit Engineering, Procurement and Construction (EPC) di Jawa tidak

masuk kategori strategis, tetapi di Papua karena lokasi geografis, pasar Penyedia yang terbatas,

pentingnya pembangkit, dan sebagainya, bisa menjadi strategis.

Gambar 1.4 Supply Positioning Matrix

Strategis adalah barang atau jasa dengan risiko tinggi dan pengeluaran yang relatif

tinggi. Biasanya sebuah organisasi hanya memiliki jumlah perjanjian/kontrak yang sedikit dalam

kategori ini. Contoh kategori ini EPC, energi primer, material OEM. Di sini fokus strategis adalah

manajemen terhadap Penyedia yang optimal dengan perjanjian/kontrak kinerja yang jelas.

Rutin

Target : mengurangi
beban administrasi

Leverage

Target : skala
ekonomis, diskon

Strategis
Target : mengurangi
risiko dengan
effective  supplier
management, Total
Cost of Ownership

Critical/Bottleneck
Target : mengamankan
pasokan, mengurangi
risiko suplai.

Tinggi
Sedikit Penyedia,

Kebutuhan Spesifik,
Pekerjaan Kompleks

Banyak Penyedia,
Kebutuhan Standard,

Pekerjaan Tidak
Kompleks

Rendah

Risiko
Suplai

Nilai / Volume Tinggi
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Critical/Bottleneck adalah barang, pekerjaan atau jasa dengan risiko tinggi dan pengeluaran

yang relatif rendah, contohnya adalah parts khusus yang Penyedia-nya spesifik atau terbatas,

seperti hotpart gas turbine, transportasi bahan bakar minyak, pekerjaan control sistem, material

critical sesuai kebijakan inventory PJB. Untuk kategori ini strateginya adalah mengurangi risiko

dengan mengamankan pasokan, karena kegagalan pasokan dapat menyebabkan operasional

terhenti. Strategi ini bisa ditempuh dengan menjalin perjanjian/kontrak jangka panjang, memakai

strategi open book system, menjaga tingkat stok yang lebih tinggi, atau bagaimana

mendapatkan alternatif Penyedia atau solusi lain.

Leverage adalah barang, pekerjaan atau jasa dengan risiko rendah dan pengeluaran yang

relatif tinggi. Contoh untuk ini adalah intake air filter, wire rope, belt conveyor. Strategi

keseluruhan untuk kategori ini adalah meningkatkan leverage, misalnya dengan

mengkonsolidasikan kebutuhan untuk mendapatkan skala ekonomi dan harga yang lebih

kompetitif, sementara pada saat yang sama memaksimalkan persaingan dan meminimalkan

biaya transaksi.

Rutin adalah barang, pekerjaan atau jasa dengan risiko rendah dan pengeluaran yang relatif

rendah. Contoh alat tulis kantor, consumable material, bahan kimia, minyak pelumas, minyak

trafo, cleaning service, satpam, sewa kendaraan, helper, jasa perawatan taman atau pekerjaan-

pekerjaan lain yang diatur dalam petunjuk teknis. Oleh karena itu strategi untuk kategori ini akan

meminimalkan upaya administratif dengan merampingkan dan menyederhanakan proses

pengadaan yaitu melalui perjanjian/kontrak jangka panjang dan/atau KHS maksimal 3 (tiga)

tahun.

1.4.2.Value for Money focus

Value for Money bukanlah bagaimana mendapatkan harga awal terendah (lowest initial price),

tetapi bagaimana mendapatkan kombinasi optimum dari 6 Rights (6 Rs), terutama dari segi

biaya selama daur hidup (whole life costs) dan kualitas, beserta pertimbangan 4 Rs lainnya.

Adopsi konsep Value for Money ini dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri

BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang

dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan bahwa “Pengadaan Barang dan Jasa

wajib menerapkan prinsip-prinsip : Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan

untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan

menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya

didasarkan pada harga terendah.”

1.4.3.Organisasi

Implementasi profesionalisasi pengadaan ini adalah dengan membuat organisasi pengadaan

profesional dan meninggalkan pengadaan sebagai aspek administrasi, pekerjaan sampingan,

dan bersifat temporer kepanitiaan, serta tetap menjaga prinsip tata kelola, seperti pembagian

tugas dan wewenang. Untuk itu ada beberapa fungsi terkait pengadaan sebagai berikut:
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a. Pengguna Barang/Jasa, Direktur Utama atau Kepala Divisi Supply Chain Management,

GM/Kepala BPWC atau Pejabat yang diberi kewenangan atas pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa dalam lingkungan kerja PJB, yang menggunakan dan/atau menerima manfaat

baik langsung maupun tidak langsung dari barang/jasa yang dihasilkan dari proses

pengadaan barang/jasa. baik yang menjadi ultimate user, atau contract award authority

(penanda tangan perjanjian/kontrak dalam hal pengadaan yang dipusatkan).

b. Pejabat Perencana Pengadaan, untuk mengelola strategi pengadaan korporat, termasuk

mengelola pengadaan yang dikonsolidasikan dan didesentralisasikan, dan mempersiapkan

dokumen pengadaan untuk pengadaan yang dipusatkan.

c. Pejabat Pelaksana Pengadaan, untuk melaksanakan proses pelaksanaan pengadaan,

mulai dari pengumuman, penjelasan, evaluasi, memastikan Value for Money, dan

mempersiapkan perjanjian/kontrak.

d. Pejabat Yang Berwenang, Direksi atau Kepala Divisi Supply Chain Management,

GM/Kepala BPWC atau Pejabat yang diberi kewenangan untuk mensahkan DPT,

mensahkan dokumen rencana pengadaan, mensahkan RKS/dokumen pengadaan,

menandatangani perjanjian, menetapkan pemenang pengadaan, dll sebagaimana diatur

dalam petunjuk teknis.

Dalam pelaksanaannya, fungsi-fungsi tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan

dan kesiapan unit-unit PJB.

1.4.4.Profesionalisasi Pengadaan

Profesionalisasi pengadaan dilakukan dengan memperkaya pengetahuan dan keterampilan para

pejabat pengadaan dalam menguasai tiga peran:

1) Peran Strategis

a. Market focused supply solutions; Supply market research; Industry analysis : hal ini

merupakan keterampilan utama dari para pejabat pengadaan di PJB, yaitu melakukan

Riset Pasar untuk memahami pasar, dan mendesain solusi pengadaan yang VfM

sesuai kondisi pasar dan kebutuhan PJB, dengan tetap menjaga momentum bisnis.

b. Sourcing policy : Strategic Partnership; Open Book  System; Single Sourcing; Supply

Base Development : hal ini merupakan keterampilan bagaimana mengaplikasikan

sourcing policy yang sesuai dengan Riset Pasar dan kebutuhan PJB, seperti

penerapan kemitraan strategis dalam pembangunan suatu pembangkit dengan

kontraktor EPC, menawarkan kemitraan strategis dengan metode open book kepada

pabrikan dalam negeri untuk mendapatkan harga yang kompetitif dan adil bagi PJB

maupun Penyedia. Kemudian juga bagaimana melakukan Penunjukan Langsung

dalam hal single sourcing parts Original Equipment Manufacturer (OEM), dengan

tetap menjaga prinsip pengadaan. Juga bagaimana PJB dapat mendorong tumbuhnya

pasar Penyedia dalam negeri yang kompeten dan beretika baik.
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c. Product development : Reverse/Re-Engineering, purchase of intellectual property : hal

ini terkait bagaimana PJB memilih untuk membuat sendiri suatu parts yang sudah

lepas dari kewajiban tertentu, dibandingkan dengan tetap membeli dari OEM. Hal ini

akan menumbuhkan pasar Penyedia bagi PJB, karena menumbuhkan kemampuan

internal maupun eksternal workshop dalam negeri non OEM, yang nantinya akan

memberikan security of supply kebutuhan PJB.

d. Cost reduction activity - value engineering : hal ini terkait bagaimana pelaksana

pengadaan mampu untuk mengidentifikasi kegiatan bernilai tambah dan tidak bernilai

tambah, supaya dapat fokus pada kegiatan bernilai tambah. Misalnya adalah

bagaimana proses perencanaan yang lebih efisien dan mempertimbangkan aspek

hijau/lingkungan, bagaimana mengurangi beban administrasi pengadaan dan

manajemen perjanjian/kontrak, bagaimana mengenali perusahaan/mitra kerja yang

tidak bernilai tambah, dan sebagainya.

e. Aggregating demands : ini terkait dengan bagaimana mendapatkan leverage atau

skala ekonomis dari berbagai kebutuhan PJB yang dapat dikonsolidasikan. Selain

akan mendapatkan harga lebih murah, dapat mengurangi beban administrasi dan

mempermudah pekerjaan bagi para pelaksana operasional di Unit Induk, karena

secara umum Unit hanya tinggal mengeluarkan Purchase Order (PO) untuk

kebutuhan Unit.

f. Procurement Ethics : bagaimana para pejabat pengadaan dapat mematuhi dan

menjunjung tinggi etika pengadaan dan kode perilaku PJB sesuai profesionalisme

para pejabat pengadaan.

2) Peran Taktis

a. Human resources planning; Training : hal ini terkait dengan bagaimana para

pelaksana pengadaan PJB selalu mendapatkan pengetahuan paling mutakhir dalam

hal pengadaan, terutama yang bersifat international good procurement practice,

sehingga secara umum dapat menjadikan tujuan pengadaan di PJB adalah PJB

manages the market, not managed by the market.

b. Negotiation : Negosiasi merupakan salah satu cara untuk lebih mendapatkan VfM dari

setiap proses pengadaan, karena itu para pelaksana pengadaan di PJB perlu

memahami teknik negosiasi yang baik, dan tetap menjaga aspek tata kelola

perusahaan yang baik.

c. Interface management - internal and external customers : profesi pengadaan

merupakan interface antara konsumen internal di PJB (Pengguna dan Manajemen)

dengan konsumen diluar PJB (Penyedia). Kedua pihak tersebut merupakan klien dari

pelaksana pengadaan.

d. Inventory management & planning; integrating database : hal ini terkait dengan

bagaimana pelaksana pengadaan dapat mengoptimalkan pengadaan dengan

memadukan berbagai database untuk mengoptimalkan inventory.
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e. Contract management : hal ini terkait dengan bagaimana para pejabat pengadaan

dapat mendesain bentuk dan isi perjanjian/kontrak yang sesuai dengan posisi

perusahaan dalam pasar supply, dengan memberikan reward maupun punishment

yang adil dan memadai bagi Penyedia, dan memperhatikan prinsip pengelolaan risiko

bagi PJB.

3) Peran Operasional

a. Placing and Purchasing orders : hal ini terkait dengan bagaimana pelaksana

pengadaan mempunyai peran sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam

menerima kebutuhan internal PJB dan memenuhi kebutuhan tersebut dengan

membeli ke pasar.

b. Invoice clearance : hal ini terkait dengan bagaimana pelaksana pengadaan membantu

proses pencairan tagihan sehingga hubungan Penyedia dan PJB dapat berlangsung

dengan baik.

c. Record maintenance : hal ini terkait dengan bagaimana pencatatan yang baik

dilakukan dalam database yang terintegrasi untuk kemudahan operasional

pengadaan.

d. Enquiries and quotes : hal ini terkait dengan bagaimana proses riset pasar dapat

dilakukan dengan baik, termasuk dalam hal permintaan atas kuotasi harga dan

spesifikasi.

1.4.5.Pengendalian Risiko

Dengan adanya pemisahan tugas dan wewenang yang jelas, maka manajemen risiko dapat

diperkuat, antara lain dengan cara sebagai berikut:

a. Kejelasan dari business process owner dari tiap tahap pengadaan yang melibatkan pejabat

struktural yang terkait, baik dari sisi Pengguna maupun Pejabat (Perencana/Pelaksana)

Pengadaan, maka risk owner dapat diidentifikasi dan terdapat check and balance diantara

pejabat struktural yang terlibat, selain itu terdapat juga kajian berjenjang oleh atasan.

b. Penetapan strategi umum pengadaan dan perjanjian/kontrak untuk seluruh kebutuhan

pengadaan PJB, ditetapkan tiap tahun, yang didahului dengan Riset Pasar dan penilaian

atas kinerja pengadaan sebelumnya dan evaluasi atas kinerja Penyedia yang ada,

c. Adanya Value for Money Committee untuk menilai kecukupan strategi umum tersebut, serta

menilai kecukupan value for money dari pengadaan yang dianggap signifikan (sesuai batas

kewenangan di PJB).

Sesuai dengan konsep 3 (tiga) Lines of Defense, ketiga hal tersebut merupakan tanggung jawab

Manajemen dalam mengelola risiko sebagai First Line of Defense. Manajemen dalam hal

pengadaan adalah Pengguna dan Direktorat yang menangani Pengadaan.
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Second Line of Defense dilakukan oleh fungsi Manajemen Risiko (MRO), terutama melalui

fungsi Kepatuhan Internal, untuk menilai kecukupan kepatuhan terhadap strategi pengadaan

dan perjanjian/kontrak yang ditetapkan, serta mendorong sistem yang mencegah terjadinya

penyimpangan.

Third Line of Defense adalah fungsi internal audit (SPI) untuk melakukan evaluasi sistem

manajemen risiko pengadaan yang ada, serta melakukan audit terhadap proses pengadaan dan

perjanjian/kontrak.

1.5. Penyederhanaan Metode Pemilihan Penyedia

Secara umum, penyederhanaan dalam sistem dan praktek pengadaan di PJB dilakukan melalui:

a. Adanya Rencana Pengadaan Korporat yang komprehensif, dimana dioptimalkan konsolidasi

kebutuhan, sehingga sebagian besar kebutuhan sudah ditangani oleh Divisi Pengadaan di PJB

Kantor Pusat, dan Unit hanya mengeluarkan purchase order (PO) saja.

b. Adanya penetapan Strategi Umum Pengadaan tiap tahun, sehingga Pengguna, Pejabat Yang

Berwenang, Pejabat Perencana dan Pejabat Pelaksana Pengadaan, tinggal menerapkan sesuai

kondisi yang ada.

c. Undangan untuk memasukkan penawaran (quote, bid, proposal) dikeluarkan untuk calon

Penyedia dalam DPT tersebut oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan. Dengan demikian, proses

pengecekan kualifikasi termutakhir akan lebih singkat.

d. Untuk menghindari terjadinya pengadaan gagal/ulang, dibuka ruang negosiasi.

Metode Pemilihan tergantung pada nilai pengadaan, kondisi pasar dan pengetahuan atas pasar.

Keputusan untuk metode pemilihan tergantung pada:

a. Kebutuhan untuk mendapatkan tingkat kompetisi yang tepat untuk memastikan Value for Money.

b. Menghindari beban administrasi yang kurang bernilai tambah jika dibandingkan dengan hasil

kompetisi dan Value for Money.
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Gambar 1.5  Metode Pemilihan

Pengguna
Kebutuhan PJB

Terencana Tidak Terencana (Unforeseen)

Fungsi
Perencana
Pengadaan

Riset Pasar

Sudah PK dan DD Belum PK & DD, tapi Pasar
dipahami

Riset Pasar
memuaskan

Hasil Riset
Pasar tidak
memuaskan

Daftar Penyedia
Terseleksi secara

periodik
Shortlist

Tidak
diperlukan/

Tidak
tersedia

DPT

Emergency

Fungsi
Pelaksana
Pengadaan

A atau C A B atau D A, B, C
atau D B C

Keterangan :

PK = Penilaian Kualifikasi; DD = Due Diligence

A. Pelelangan Terbatas; B. Pelelangan Terbuka; C. Penunjukan Langsung; D. Pengadaan Langsung.

Secara umum, pedoman pemilihan Metode Pemilihan, pada Gambar 1.5, adalah sebagai berikut:

1. Pelelangan Terbatas

Pelelangan Terbatas dari DPT merupakan strategi utama pengadaan PJB, yang menjadi satu

kesatuan dengan Riset Pasar, Penilaian Kualifikasi, dan Due Diligence. Jika sudah dilakukan

Riset Pasar tetapi belum dilakukan Penilaian Kualifikasi dan Due Diligence, Pelelangan Terbatas

dilakukan dengan mengundang Penyedia yang masuk dalam shortlist.

Pelelangan Terbatas dengan menggunakan Shortlist digunakan untuk pengadaan jasa dan atau

pengadaan barang yang belum pernah diadakan sebelumnya atau teknologi yang belum pernah

digunakan di PJB namun mempunyai pasar Penyedia yang telah mapan (terbukti/proven).

Shortlist Penyedia harus disusun berdasarkan riset pasar yang mencukupi. Shortlist yang telah

digunakan dalam pelelangan dapat dijadikan DPT setelah memenuhi persyaratan yang telah

ditentukan.

Pelelangan Terbatas dapat berupa penawaran internasional, nasional, dan lokal.

2. Pelelangan Terbuka

Jika ada suatu kebutuhan yang sebelumnya tidak direncanakan dan Riset Pasar yang dilakukan

tidak memuaskan untuk menghasilkan shortlist, maka dapat dilakukan Pelelangan Terbuka, yang

diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa yang

memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan. Pelelangan Terbuka dapat dilakukan secara

internasional, nasional dan lokal.

9
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3. Pengecualian dari Kompetisi

Secara umum, kompetisi (Pelelangan Terbuka dan Terbatas) merupakan metode paling efektif

untuk memastikan best value for money. Akan tetapi, dengan melihat kebutuhan bisnis dan

momentum, serta aturan yang ada, dapat dilakukan pengecualian (waiver) dari kompetisi.

Meskipun telah dilakukan pengecualian, proses pengeluaran dokumen penawaran harus tetap

dilakukan, beserta RKS, Surat Kuasa Investasi (SKI), metode evaluasi, dan negosiasi.

Pengecualian ini dapat berupa:

a. Penunjukan Langsung; atau

b. Pengadaan Langsung

Penunjukan Langsung dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu Penyedia Barang/Jasa.

Khusus Penunjukan Langsung dengan metode Open Book dapat dilakukan dengan menunjuk

lebih dari satu Penyedia Barang/Jasa.

Penunjukan Langsung diutamakan untuk BUMN dan anak perusahaannya, perusahaan terafiliasi

BUMN, produsen dalam negeri peralatan ketenagalistrikan (apabila jumlah produsen terbatas

sehingga belum bisa memenuhi persyaratan metode pelelangan terbatas atau terbuka, dan dari

segi pengadaan lebih baik jika menggunakan strategi kemitraan strategis), atau

produsen/pabrikan untuk suatu parts tertentu (misalnya yang membutuhkan parts OEM). Sesuai

prinsip kehati-hatian, untuk proses penunjukan langsung Pejabat Perencana

Pengadaandiperlukan rekomendasi dari Value for Money Committee.

Pengadaan Langsung yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang ada di pasar untuk memenuhi

kebutuhan operasional yang diyakini bahwa harga tersebut merupakan hasil persaingan di pasar,

berteknologi sederhana, berisiko kecil dan dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Direksi.

Pengadaan Langsung ini tidak dapat digunakan sebagai alasan memecah paket pekerjaan untuk

menghindari pelelangan.

Dalam Pedoman Umum Pengadaan ini, metode “Pemilihan Langsung” tidak dipakai lagi, karena

secara  umum PJB memutuskan untuk mengadopsi metode pemilihan yang secara tata kelola lebih

baik, yaitu “Pelelangan Terbatas”. Secara umum dalam good procurement practice, dikenal metode

pemilihan yaitu:

a. Pelelangan Terbuka (dengan Pra/Pascakualifikasi, dan yang lulus kualifikasi diundang untuk

memasukkan penawaran).

b. Pelelangan Terbatas.

c. Pengecualian dari kompetisi, yaitu Penunjukan Langsung (sesuai kriteria yang ditetapkan) dan

Pengadaan Langsung.

Dalam Pelelangan Terbatas, aspek Transparansi, Kompetisi, dan Akuntabilitas/Pengendalian tetap

diutamakan. Aspek Transparansi dipenuhi dengan adanya pengumuman terbuka kepada semua calon

Penyedia untuk mengikuti proses Penilaian Kualifikasi (atau Prakualifikasi, dan Due Diligence untuk

pekerjaan kompleks), yang nantinya dimasukkan dalam DPT. Semua Penyedia yang mempunyai

kualifikasi yang disyaratkan dapat mendaftar untuk dinilai. Aspek Kompetisi dipenuhi dengan adanya

undangan kepada semua Penyedia yang memenuhi kualifikasi di DPT, sedangkan aspek

akuntabilitas/pengendalian, dipenuhi dengan adanya organisasi pengadaan yang memisahkan antara

Pejabat Perencana Pengadaan yang menyelenggarakan kegiatan Penilaian Kualifikasi, Due Diligence,

dan bertanggung jawab atas DPT, dan Pejabat Pelaksana Pengadaan yang menggunakan DPT untuk

diundang memasukkan penawaran.
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1.6. Strategi Perjanjian/Kontrak sebagai Bagian Strategi Pengadaan

Pedoman Umum ini juga mengadopsi good procurement practice dalam hal pengadaan dan

perjanjian/kontrak, yaitu lebih bersifat kemitraan strategis, berjangka panjang, penyelesaian masalah

bersama, berbagi beban dan keuntungan, sertifikasi vendor, dan sebagainya, termasuk meningkatkan

kualitas komunikasi dengan tetap sembari menjaga tata kelola yang baik.

Bentuk-bentuk perjanjian/kontrak secara umum mengikuti kontinum dalam gambar berikut:

Gambar 1.6 Berbagai Bentuk Perjanjian/Kontrak Dari Segi Pembagian Risiko

Dalam hal membuat perjanjian/kontrak yang sesuai dengan Supply Positioning Matrix, maka PJB

dapat  membuka kemungkinan terhadap berbagai bentuk perjanjian/kontrak baru yang mungkin belum

dikenal di PJB, tetapi mulai atau lazim diterapkan dalam bisnis internasional. Jenis perjanjian/kontrak

yang sudah dikenal di PJB tetap berlaku sesuai kebutuhan, seperti perjanjian/kontrak Lumpsum,

Harga Satuan (Unit Price), Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Terima Jadi (Turn Key), KHS

(Kesepakatan Harga Satuan), Sewa Beli, Angsuran (Defered Payment), Cost Plus Fee (Biaya

Tambah Imbalan Jasa). Para pejabat pengadaan PJB ini harus mempunyai pengetahuan manajemen

perjanjian/kontrak yang dapat memastikan VfM terbaik bagi PJB, baik jenis perjanjian/kontrak yang

sudah diterapkan di PJB maupun yang belum.

Strategi perjanjian/kontrak berhubungan erat dengan kepemilikan risiko dan kategori sesuai Supply

Positioning Matrix dan hasil dari Riset Pasar. Secara prinsip, suatu pekerjaan yang masuk kategori

leverage, biasanya risiko pekerjaan dapat ditransfer hampir semuanya ke Penyedia yang dipilih dalam

suatu kompetisi (apakah pelelangan terbatas atau terbuka). Perjanjian/Kontrak yang ditawarkan PJB

biasanya berupa fixed price, seperti perjanjian/kontrak harga satuan atau lumpsum.

Sedangkan PJB perlu menanggung risiko jika menghadapi kondisi mendesak untuk segera

menyelesaikan pekerjaan pembangkit yang terkendala di suatu lokasi yang sulit, sementara kondisi

sistem kelistrikan di lokasi tersebut sudah kritis dan pembangkit baru tersebut termasuk dalam solusi

sosial politis bagi masyarakat setempat, maka PJB perlu menanggung hampir semua risiko pekerjaan

tersebut, dengan perjanjian/kontrak, misalnya berupa cost plus fee. Alasan perjanjian/kontrak ini

dipilih, karena secara objektif tidak banyak kontraktor EPC yang dapat dan mau mengerjakan

pembangkit (pasar Penyedia terbatas), kondisi geografis, kondisi keamanan, dan sosial politik yang

kurang mendukung, serta adanya desakan dari stakeholder terkait untuk menyelesaikan pembangkit

yang terkendala. Oleh karena itu untuk menyelesaikan pekerjaan ini dalam waktu cepat, PJB perlu

mengambil risiko yang ada dengan menawarkan perjanjian/kontrak cost plus fee.

Risiko PJB

Risiko Penyedia

Cost plus fee
contract

Berbagai variasi
diantara dua opsi ini

Fixed price
contract
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Secara prinsip, perjanjian/kontrak cost plus fee memberikan beban risiko yang besar bagi PJB, karena

Penyedia tidak punya inisiatif yang kuat untuk beroperasi dengan efisiensi biaya yang ketat. Tetapi

perjanjian/kontrak jenis ini memberikan jalan agar Penyedia dapat bekerja langsung tanpa banyak

negosiasi yang panjang. PJB tentu perlu melakukan pengawasan biaya dan pekerjaan yang ketat

agar pekerjaan yang dilakukan dapat diterima secara ekonomis (tidak mengalami cost overrun)

dengan kondisi yang ada. Dalam perjanjian/kontrak perlu disepakati biaya apa saja yang

reimbursable, biasanya termasuk antara lain biaya tenaga kerja, material, peralatan, overhead,

asuransi. Biasanya biaya overhead kantor pusat Penyedia tidak dapat diakomodasi.

Dalam prakteknya, perjanjian/kontrak yang ditawarkan PJB berada di antara fixed price dan cost plus

fee, karena itu para pejabat pengadaan PJB perlu memahami perjanjian/kontrak seperti apa yang

dapat memberikan VfM terbaik bagi PJB, sehingga membuka kemungkinan atas berbagai tipe

perjanjian/kontrak yang mungkin dapat diterapkan. Misalnya, bagaimana PJB bersikap jika ada suatu

kontraktor EPC yang menawarkan penggunaan mesin teknologi terbaru untuk diujicobakan di PJB.

Teknologi terbaru tersebut menjanjikan penghematan biaya operasi dalam jangka menengah dan

panjang, tetapi teknologi tersebut belum pernah diterapkan ditempat lain secara komersial, namun

kontraktor bersedia untuk tidak memperoleh keuntungan finansial selama masa pembangunan dan

masa uji coba selama kurun waktu tertentu. Dengan membuka diri terhadap perkembangan teknologi

terbaru yang diakomodasi dalam perjanjian/kontrak yang fleksibel, maka PJB dapat mengejar

momentum bisnis dan teknologi dengan tetap memperhatikan aspek tata kelola perusahaan yang

baik.

Diantara jenis perjanjian/kontrak fixed price dan cost plus fee tersebut, ada berbagai jenis

perjanjian/kontrak lain, misalnya :

a. Supplier incentive contract, yaitu kontrak yang memberikan insentif lebih jika kinerja Penyedia

melebihi indikator yang ditetapkan, misalnya penyerahan Comercial Operation Date (COD) lebih

cepat dibandingkan jadwal. Di lain pihak, Penyedia akan mendapatkan laba yang lebih sedikit jika

biaya pekerjaan melebihi anggaran atau target kinerja, seperti jadwal tidak terpenuhi.

b. Variasi lainnya misalnya cost plus fixed percentage, cost plus fixed fee, atau cost plus fixed fee

with guaranted maximum price contract/bonus/sharing any cost saving.

1.7. Pentingnya Pendayagunaan Produk Dalam Negeri

BUMN secara umum diberi tugas untuk mendorong ekonomi nasional, diantaranya dengan

mendayagunakan produk dalam negeri. PJB melihat bahwa selain tugas untuk mendorong

pendayagunaan produk dalam negeri sebagai bagian dari tugas mendorong ekonomi nasional, dalam

hal pengadaan, pendayagunaan produk dalam negeri juga menguntungkan PJB langsung atau tidak

langsung, karena membuka kemungkinan tumbuhnya pasar Penyedia, yang nantinya akan

menurunkan risiko suplai bagi PJB.
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Secara umum, dengan adanya kebutuhan suatu parts yang dikerjakan sendiri oleh Unit Induk PJB,

atau workshop dalam negeri dan pabrikan dalam negeri dengan metode open book system, maka

PJB dapat mengetahui lebih rinci struktur biaya pembuatan parts tersebut dan supply chain dari suatu

parts. Dengan demikian PJB dapat mempunyai pengetahuan dan posisi tawar yang lebih baik

terhadap pasar Penyedia, terutama parts yang masih disediakan oleh Penyedia OEM yang basis

produksinya di luar negeri. Ini akan menguntungkan PJB karena para Penyedia tahu bahwa PJB atau

workshop dalam negeri mempunyai kemampuan membuat sendiri parts tersebut dengan struktur

biaya yang wajar.

Insentif dapat diberikan sebagai bagian dari strategi pengadaan dan perjanjian/kontrak, dan tidak

terbatas pada yang telah diatur dalam Pedoman Umum ini. Insentif yang diberikan merupakan bagian

suatu strategi pengadaan dan perjanjian/kontrak. Insentif dapat diberikan dengan mempertimbangkan

dan mengakui bahwa pabrikan dalam negeri telah berinvestasi cukup besar dan memerlukan bisnis

secara berkelanjutan dan bermitra dengan PJB, dengan tetap menerapkan prinsip pengadaan yang

sehat, seperti harga yang disepakati merupakan harga yang wajar, dan harganya maksimal sama

dengan jika membeli dari Penyedia luar negeri, kecuali ditentukan lain.

1.8. Prinsip Dasar

Berdasarkan filosofi pengadaan yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menjelaskan amanat dari

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman

Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN

05/2008”) dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012

Tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha

Milik Negara peraturan perubahannya Permen BUMN (“Permen BUMN 15/2012”), maka dalam

Pedoman Umum Pengadaan PJB menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Efisien: Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan

terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal

mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.

b. Efektif: Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

c. Kompetitif: Berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang

memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia

Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan

prosedur yang jelas dan transparan.

d. Transparan: Semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk

syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon

Penyedia Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang/Jasa yang berminat.

e. Adil dan wajar: Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia

Barang/Jasa yang memenuhi syarat.
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f. Akuntabel: Harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan

dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

1.9. Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan filosofi pengadaan yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menjelaskan amanat dari

Permen BUMN 05/2008, sebagaimana telah diubah dengan Permen BUMN 15/2012, maka Pedoman

Umum Pengadaan Barang/Jasa PJB, menerapkan Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa

sebagai berikut:

1. Menyesuaikan dengan Pedoman Pengadaan PT PLN (Persero) dimana pedoman pengadaan

tersebut mendasarkan pada Permen BUMN 05/2008, sebagaimana telah diubah dengan Permen

BUMN 15/2012 dan international good procurement practice. Sehingga PJB sebagai badan

usaha dapat melakukan pengadaan barang/jasa secara cepat, fleksibel, efisien dan efektif, agar

tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian, dan dapat memenuhi

kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif,

transparan, adil dan wajar, serta akuntabel.

2. Meningkatkan nilai PJB sebagai konsumen dengan melakukan agregasi kebutuhan dan membuat

Strategi Perjanjian/Kontrak yang tepat sesuai dengan hasil riset pasar PJB.

3. Mengubah Strategi Pengadaan PJB dari transaksional dan jangka pendek, menjadi kemitraan

dan berjangka lebih panjang, yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan good practice yang

berlaku, sehingga PJB akan bermitra dengan perusahaan yang berkinerja baik dan beritikad baik

untuk berbagi manfaat dan biaya secara terbuka.

4. Meningkatkan Sistem Manajemen Penyedia yang memadai, melalui penilaian kualifikasi (atau

Prakualifikasi) secara periodik dan DPT yang selalu dimutakhirkan berdasarkan kinerja, sehingga

dapat dihindari hubungan bisnis dengan Penyedia yang mempunyai kinerja buruk dan tidak

bernilai tambah.

5. Mendorong Produksi Dalam Negeri, rancang bangun, dan perekayasaan nasional, sesuai

ketentuan perundangan yang berlaku.

6. Mendorong sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi

BUMN atau antar Anak Perusahaan BUMN dan/atau antar Perusahaan Terafiliasi BUMN, serta

produsen dalam negeri peralatan ketenagalistrikan dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha

dan perekonomian nasional.
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BAB II

ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA PT PJB

Sesuai dengan praktek manajemen yang baik dan sistem pengendalian internal yang baik, dalam suatu

organisasi perlu ada struktur organisasi yang memisahkan fungsi, memberikan wewenang/otorisasi, tugas,

dan tanggung jawab yang baik, serta staf yang profesional dan kompeten sesuai dengan tanggung

jawabnya.

Oleh karena itu struktur organisasi pengadaan di PJB dirancang untuk menerapkan sistem pengendalian

internal yang baik, dengan memisahkan fungsi, wewenang/otorisasi, tugas dan tanggung jawab, dalam

beberapa pihak, sesuai proses bisnis pengadaan yang baik dan mencakup keseluruhan siklus daur hidup,

yang diwakili dalam beberapa pihak sesuai gambar di bawah ini.

Gambar 2.1 Gambaran Umum Peran Para Pihak Dalam Pengadaan Proyek

Gambaran di atas merupakan gambaran umum dalam suatu proyek pembangunan (investasi) di PJB,

seperti pembangunan pembangkit dengan EPC. Gambaran di atas dapat disesuaikan dengan jenis

pengadaan lain yang mempunyai kekhasan tersendiri.

Tahapan sesuai gambaran di atas berjalan tidak saja secara berurutan, tetapi juga ada overlaps antara

tahap yang satu dengan yang lainnya, dan memperlihatkan bahwa koordinasi dan komunikasi antara para

pihak yang terlibat dalam pengadaan di PJB harus berjalan dengan baik.

Berdasarkan gambaran umum di atas, maka secara umum dalam organisasi pengadaan yang sesuai

kategori strategis di Kantor Pusat, maka ada beberapa pihak yang terlibat dalam pengadaan. Untuk

pekerjaan yang berada dalam kategori lainnya, maka organisasi disesuaikan dengan tetap memelihara

prinsip pembagian tugas dan wewenang.

Konseptualisasi

Engineering
& Design,
Bid Doc

Pemilihan
Penyedia

Konstruksi,
Manajemen

Kontrak
Operasional

Proyek dimulai 1 – 3 tahun Proyek ditutup
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Pelaksana
Pengadaan
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2.1. Pengguna Barang/Jasa

Secara umum Pengguna Barang/Jasa adalah penerima manfaat paling akhir (ultimate beneficiary)

atau pengguna dari barang, jasa, atau pekerjaan yang dihasilkan dari suatu proses pengadaan.

Pengguna Barang/Jasa terlibat dalam konseptualisasi suatu kebutuhan, Engineering dan Design

untuk memenuhi kebutuhan tersebut (diantaranya perencanaan dan pembuatan RKS), serta terlibat

dalam manajemen perjanjian/kontrak dan utilisasi hasil pengadaan tersebut.

Dalam praktek di PJB, maka fungsi Pengguna Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan dan batas

kewenangan, dapat berupa Direktur Utama atau Kepala Divisi Supply Chain Management atau

GM/Kepala BPWC atau Pejabat yang diberi kewenagan atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

dalam lingkungan kerja PJB.

Pengguna Barang/Jasa dapat menjadi penandatangan perjanjian/kontrak (Contract Award Authority),

sesuai dengan batasan kewenangan. Contract Award Authority secara keseluruhan bertanggung

jawab terhadap proses pengadaan, termasuk perencanaan pengadaan sesuai kewenangannya.

Gambar 2.2 Kolaborasi Dalam Pengadaan

Dalam hal contract award authority ini, perlu diperhatikan bahwa secara prinsip pengadaan

merupakan kolaborasi antara dua pihak, yaitu Pengguna dan Pejabat Pengadaan. Kolaborasi ini juga

mensyaratkan adanya check and balance, sehingga dapat mencapai Value for Money yang optimal.

Secara prinsip, Pengguna adalah pihak yang mempunyai kebutuhan, yang mendefinisikan spesifikasi,

dan yang mempunyai anggaran serta dipantau indikator kinerjanya, oleh karena itu Pengguna adalah

pihak yang menandatangani perjanjian/kontrak.

Pejabat Pengadaan secara prinsip membantu Pengguna dengan menyediakan jasa dalam hal, antara

lain:

a. Peran strategis : pemahaman atas pasar & rantai suplai; sourcing dengan pengetahuan detail

mengenai kualitas, biaya, dan delivery; melakukan standardisasi & konsolidasi, dan sebagainya.

b. Peran Taktis : keterampilan negosiasi, menyusun perjanjian/kontrak, dan sebagainya.

c. Peran Operasional : mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK), dan sebagainya.

Pedoman ini dirancang agar Pengguna terlibat selama proses pengadaan, berkolaborasi dengan

Pejabat (Perencana/Pelaksana) Pengadaan, tetapi tetap menjaga check and balance, dan

menandatangani perjanjian/kontrak sebagai pemilik pekerjaan.

Pengguna
mendefinisikan

kebutuhan =+ Pengetahuan
dari Pejabat
Pengadaan

Value for Money
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2.2. Pejabat Yang Berwenang
Direksi atau Kepala Divisi Supply Chain Management, GM/Kepala BPWC atau Pejabat yang diberi

kewenangan untuk mensahkan DPT, mensahkan dokumen rencana pengadaan, mensahkan

RKS/dokumen pengadaan, menandatangani perjanjian, menetapkan pemenang pengadaan, dll

sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.

2.3. Fungsi Perencana Pengadaan

Fungsi Perencana Pengadaan adalah jabatan struktural di Kantor Pusat dan di Unit, yang mempunyai

fungsi perencanaan pengadaan, kecakapan profesional dengan kualifikasi tertentu, pengalaman dan

kemampuan untuk menangani perencanaan portofolio pengadaan yang ditugaskan kepada mereka,

terutama yang masuk dalam kategori Strategis, Leverage, dan Critical/Bottleneck.

Fungsi Perencana Pengadaan bertanggung jawab menghasilkan Rencana Pengadaan Korporat atau

Unit dan Strategi Pengadaan PJB yang berlaku setiap tahun, serta menangani DPT (lebih lanjut lihat

Bab 3 Perencanaan Pengadaan Korporat).

2.4. Fungsi Pelaksana Pengadaan

Fungsi Pelaksana Pengadaan adalah jabatan struktural di Kantor Pusat dan Unit yang ditunjuk oleh

Pengguna Barang/Jasa, yang mempunyai kecakapan profesional dengan kualifikasi tertentu,

pengalaman dan kemampuan untuk menangani portofolio pengadaan yang ditugaskan kepada

mereka.

Tugas Fungsi Pelaksana Pengadaan yang utama adalah melaksanakan proses pengadaan sesuai

dengan rencana pengadaan yang sudah disusun bersama dengan Pejabat Yang Berwenang dan

Pejabat Perencana Pengadaan, mulai dari Pengumuman, Evaluasi, sampai ke Penyusunan

Perjanjian/Kontrak.

Dalam kondisi tertentu, Pengguna Barang/Jasa dapat menunjuk pihak luar untuk menjadi procurement

agent yang menjalankan tugas sebagai Fungsi Pelaksana Pengadaan. Justifikasi atas kondisi dan

pemilihan ini diajukan oleh Pengguna Barang/Jasa kepada Value for Money Committee untuk

mendapatkan rekomendasi dan harus dilakukan dengan menjaga prinsip good governance.

Procurement agent tersebut dapat berupa perusahaan atau lembaga yang mempunyai keahlian yang

sesuai. Procurement agent dipilih berdasarkan metode pengadaan yang sesuai, baik sebagai swasta,

lembaga nonprofit (baik nasional maupun internasional, seperti World Bank, ADB), atau lembaga

pemerintah (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), universitas, Unit

Layanan Pengadaan Kementerian/Pemerintah Daerah (ULP).

2.5. Value for Money Committee.

Value for Money Committee adalah komite kajian kesesuaian antara prinsip value for money dan

prosedur untuk pengadaan di PJB. Keanggotaan komite ini melekat pada fungsi jabatan tertentu dan

ditetapkan oleh Direksi atau Keputusan General Manager/Kepala BPWC.
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Secara umum Value for Money Committee bertugas untuk:

a. Menilai kecukupan strategi pengadaan dan perjanjian/kontrak untuk seluruh portofolio pengadaan

PJB, untuk menjadi pedoman pengadaan secara umum dalam satu tahun anggaran.

b. Menilai kecukupan rekomendasi calon pemenang suatu pengadaan kepada Pengguna

Barang/Jasa, dengan melihat unsur value for money, untuk pekerjaan yang dinilai besar, sesuai

batasan kewenangan di PJB.

c. Menilai strategi lain atau keputusan lain terkait pengadaan yang diperlukan.

2.6. Implementasi Pembagian Peran dan Tanggung Jawab dalam Organisasi Pengadaan
Barang/Jasa

Implementasi dalam organisasi pengadaan dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan tetap

menjaga praktek manajemen yang baik dan sistem pengendalian internal yang baik, seperti

pemisahan fungsi, wewenang, otorisasi dan pencatatan dalam pengadaan, serta staf yang profesional

dan kompeten sesuai dengan tanggungjawabnya.
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BAB III

PERENCANAAN PENGADAAN

3.1. Perencanaan Pengadaan

Pengadaan Barang/Jasa mempunyai dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan dari PJB, oleh

karena itu PJB menetapkan Rencana Pengadaan pada setiap periode. Rencana Pengadaan adalah

daftar umum yang meliputi kebutuhan korporat atas barang dan jasa, yang disusun sesuai dengan

portofolio pengadaan PJB dan membedakan antara Strategic, Critical/Bottleneck, Leverage, dan

Rutin, beserta strategi masing-masing, estimasi kuantitas, estimasi nilai, estimasi waktu penyerahan,

estimasi anggaran, dan target secara korporat.

Tujuan Perencanaan Pengadaan adalah sebagai berikut:

a. Untuk mempersiapkan Strategi Pengadaan PJB, yang dilakukan berdasarkan riset pasar dan

analisis risiko atas spend analysis portofolio pengadaan barang dan jasa PJB.

b. Untuk menetapkan target pengadaan, diantaranya target konsolidasi Rencana Pengadaan, target

kualitas, target optimum inventory level, target pemanfaatan produksi dalam negeri, beserta

pengukuran atas pencapaian tujuan dan kinerja pengadaan PJB, agar dapat dilakukan

benchmark secara berkala.

c. Untuk mengoptimalkan integrasi berbagai sistem dan database terkait pengadaan barang dan

jasa, termasuk database DPT yang diupdate berdasarkan kinerja dan perjanjian/kontrak.

d. Untuk mengoptimalkan harmonisasi kebijakan dan implementasi serta standar pengadaan.

Perencanaan Strategi Pengadaan dilakukan secara periodik sesuai siklus perencanaan PJB, baik

dalam satu tahun kalender atau gabungan beberapa tahun kalender.

Gambar 3.1 Pelaksanaan Perencanaan Strategi Korporat

Pelaksanaan Perencanaan Strategi Pengadaan Korporat ini dilakukan meliputi kegiatan-kegiatan

antara lain:

a. Melakukan kajian atas tugas dan strategi PJB secara korporat.

b. Melakukan kajian atas portofolio pengadaan PJB (Kategori dan Standarisasi Barang/Jasa di PJB)

c. Melakukan kajian atas kapabilitas dan organisasi pengadaan di PJB.
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d. Melakukan Riset Pasar dan penyusunan DPT.

e. Melakukan identifikasi tujuan  dan strategi pengadaan korporat PJB sesuai portofolio pengadaan

PJB.

f. Melakukan pengukuran kinerja atas strategi pengadaan korporat.

3.1.1. Kajian Tugas dan Strategi Korporat PJB

Tujuan akhir dari pengadaan adalah memberi nilai tambah untuk PJB dalam melaksanakan

visi dan misi perusahaan. Kegiatan pengadaan mendukung pencapaian mandat PJB dengan

memberikan masukan (barang, jasa, dan pekerjaan) terhadap kegiatannya.

Karena itu sebelum membuat strategi pengadaan PJB, perlu dikaji dahulu tugas dan strategi

PJB secara korporat, seperti business plan, dan dokumen perencanaan strategis lainnya.

3.1.2. Kajian Portofolio Pengadaan PJB

Kegiatan ini adalah mengkaji procurement spend dan membuat procurement profile.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan komprehensif semua

kebutuhan barang, jasa dan pekerjaan di PJB.

Spend analysis ini dapat berupa beberapa hal sebagai berikut:

a. Nilai belanja dan transaksi per komoditas atau kategori, dan sebagainya.

b. Berapa banyak Penyedia per komoditas atau kategori, dan sebagainya.

c. Nilai rata-rata pembelian/pengadaan, dan sebagainya.

d. Nilai total pengadaan per Penyedia, dan sebagainya.

e. Distribusi transaksi menurut lokasi geografis, menurut kecil-besar, dan sebagainya.

f. Nilai belanja dan transaksi per Direktorat/Unit atau per Pejabat Pelaksana Pengadaan,

dan sebagainya.

g. Jumlah staf yang terlibat per transaksi atau kelompok kategori, dan sebagainya.

h. Perbandingan historis/tahunan tiap komoditas atau kategori, dan sebagainya.

i. Perbandingan waktu antara berbagai metode pengadaan, sesuai nilai, dan sebagainya.

j. Berapa banyak yang repeat order, berapa banyak perjanjian/kontrak yang diterminasi,

dan sebagainya.

Untuk itu perlu dibuat standardisasi material dan spesialisasi pekerjaan di PJB. Ini dapat

dilakukan dengan menganalisa hasil pengadaan masa lalu dan membuat proyeksi masa

depan, yang dikaitkan dengan faktor risiko, sesuai Supply Positioning Matrix, serta membuat

strategi yang sesuai dengan tiap kategori material dan spesialisasi pekerjaan tersebut.

3.1.3. Kajian Kapabilitas dan Organisasi Pengadaan PJB

Tujuannya adalah untuk menilai apakah organisasi pengadaan PJB saat ini mampu untuk

mencapai sasaran yang ditargetkan. Hal ini dilakukan dengan mengkaji kapabilitas personalia

dan organisasi pengadaan di PJB, dengan melihat pada:
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a. Tugas, tanggung jawab, struktur, dan pelaporan.

b. Proses dan sistem pengadaan.

c. Kapasitas personalia yang terlibat dalam pengadaan.

Lebih lengkapnya sebagai berikut:

Aspek Yang dianalisa

Tugas, tanggung
jawab, struktur,
pelaporan,

 Apakah tugas dan tanggung jawab jelas didefinisikan?
 Siapa saja yang terlibat dalam pengadaan dan bagaimana garis

tanggung jawabnya?
 Sejauh mana pengadaan dipusatkan atau didesentralisasikan?
 Sejauhmana tanggung jawab dari Pejabat Perencana

Pengadaan terhadap pengadaan Leverage dan
Critical/Bottleneck? Bagaimana pengadaan yang
didesentralisasikan di Unit?

 Apakah informasi riset pasar, katalog  produk, DPT, mudah
diakses?

 Bagaimana penilaian kinerja Direktorat yang menangani
pengadaan?

Proses dan sistem
pengadaan

 Bagaimana pengadaan dilakukan untuk berbagai kategori dan
material, termasuk apakah dianalisa biaya transaksinya?

 Apakah sistem e-procurement dipakai? Seperti e-catalogues,
e-tendering, inventory management, pembayaran, dan
sebagainya?

 Bagaimana pengadaan yang dipusatkan dilakukan, seperti
kontrak jangka panjang, kontrak payung, prakualifikasi, DPT,
dan sebagainya?

 Apakah informasi manajemen pengadaan mudah diakses?
Termasuk portofolio pengadaan, informasi kinerja Penyedia.

 Apa saja tools yang ada dan bagaimana diimplementasikan?
Seperti standar pengumuman, standar RKS, standar bidding
document, dan Standard Operation Procedures (SOP) lainnya

 Apa saja hasil audit terakhir dan perbaikannya?
 Apa saja isu dan trend yang muncul dalam Value for Money

Committee?
 Apa saja isu dan trend yang muncul dalam Contract Discussion

dengan calon Penyedia?
Kapasitas personalia
yang terlibat dalam
pengadaan

 Apakah tingkat kapasitas personalia sepadan dengan portofolio
yang ditugaskan?

 Apakah tingkat kapasitas dievaluasi secara rutin?
 Apakah ada strategi jangka panjang dalam rekrutmen, seleksi,

pelatihan, sertifikasi personalia?

3.1.4. Riset Pasar dan Penyusunan Daftar Penyedia Terseleksi (DPT)

Kegiatan berikutnya terkait dengan Riset Pasar dan proses penyusunan DPT. Riset Pasar

adalah riset untuk mengidentifikasi dan mendapatkan seluruh informasi yang relevan terkait

kebutuhan pengadaan barang, jasa atau pekerjaan, yang akan digunakan untuk membuat

strategi pengadaan dan perjanjian/kontrak untuk mencapai tujuan pengadaan yang

ditetapkan. Data dan informasi yang perlu dikumpulkan termasuk informasi biaya dan harga,

perkembangan teknologi dan rekayasa termutakhir, beserta alternatifnya, serta kualifikasi

Penyedia yang diharapkan. Proses Penilaian Kualifikasi dan Due Diligence merupakan bagian

dari Riset Pasar.
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Data dan informasi yang dikumpulkan tergantung pada kategori dalam Supply Positioning

Matrix (lihat Gambar 1.4). Untuk kategori Rutin, cukup dengan identifikasi Penyedia yang

mampu melalui proses Penilaian Kualifikasi. Untuk  kategori Critical/Bottleneck, Leverage,

atau Strategis, Pejabat Perencana Pengadaan melakukan analisis penuh terhadap pasar

Penyedia, yang dikelompokkan ke dalam enam kategori:

1. Struktur Pasar:

a. Berapa banyak Penyedia di pasar;

b. Ukuran Penyedia (kapasitas produksi, pangsa pasar);

c. Lokasi geografis Penyedia;

d. Tingkat konsentrasi pasar;

e. Bagaimana struktur kepemilikan dari pasar;

f. Siapa market leaders dan followers;

g. Bagaimana tingkat diferensiasi produk.

2. Kompetisi:

a. Bagaimana Penyedia berkompetisi, dari segi kualitas, harga, service, dan

sebagainya;

b. Apa barriers to entry ke pasar;

c. Apakah ada competitive advantage dari suatu Penyedia tertentu;

d. Bagaimana trend pasar;

e. Apakah ada pembatasan atau pengaturan oleh pemerintah, seperti ijin-ijin operasi,

sertifikasi, dan sebagainya.

3. Rantai Suplai:

a. Seberapa kompleks rantai suplai;

b. Apakah stabil atau rentan terhadap sesuatu;

c. Apakah ada tingkat ketergantungan tinggi terhadap suatu Penyedia atau sub

kontraktor;

d. Bagaimana tiap tahap dari rantai suplai berkontribusi terhadap produk akhir/ end

product;

e. Bagaimana tipikal metode transportasi dan pengantaran.

4. Barang/Jasa Pengganti:

a. Apakah ada barang dan jasa lainnya yang ada dan bisa memenuhi kebutuhan dari

Pengguna;

5. Apakah ada pengganti yang dapat memenuhi persyaratan yang sama;Nilai PJB sebagai

Konsumen:

a. Bagaimana pangsa pasar PJB sebagai konsumen;

b. Apakah PJB merupakan mitra bisnis utama, ‘sapi perah/cash cow’, atau dilihat

sebagai gangguan dari Penyedia;

c. Bagaimana tingkat keatraktifan dari PJB sebagai konsumen.
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6. Faktor Lingkungan Luar:

Termasuk diantaranya analisis ekonomi, hukum, budaya, politik,

lingkungan/sustainability, yang mempunyai dampak terhadap PJB dalam melakukan

operasinya, antara lain:

a. Apa dampak dari perubahan iklim ekonomi di tingkat nasional dan internasional

terhadap PJB dan industri Penyedia, termasuk nilai tukar dan suku bunga;

b. Apakah ada kelompok-kelompok sosial tertentu yang dapat berdampak terhadap

pasar. Apakah ada masalah sensitivitas budaya yang dapat berdampak terhadap

pengadaan;

c. Apakah ada peraturan nasional yang bedampak terhadap suatu industri Penyedia,

seperti Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN);

d. Apakah isu utama lingkungan yang bisa berdampak terhadap suatu industri;

e. Penyedia mana yang lebih maju dalam isu lingkungan/sustainability.

Sumber informasi Riset Pasar dapat digali dari berbagai sumber, antara lain:

a. Sumber internal: daftar Penyedia yang ada, kontrak yang ada, dan sebagainya.

b. Perusahaan lain: perusahaan listrik lain di ASEAN/Asia/dunia, perusahaan BUMN lain,

dan sebagainya.

c. Referensi lain: Buku Kuning telepon, daftar dari asosiasi, majalah dan publikasi khusus

kelistrikan dan keteknikan, dan sebagainya.

d. Request For Information (RFI): RFI biasanya merupakan iklan yang dipasang di media

bersirkulasi luas, media khusus profesi, surat kepada perusahaan yang sudah diketahui,

dan sebagainya. RFI harus dilakukan secara tertulis dan bersifat permintaan informasi

yang tidak mengikat. Informasi yang didapatkan, diantaranya permintaan spesifikasi

teknis, indikasi harga, indikasi ketersediaan suplai.

e. Request for Expression of Interest (REOI): Request for expression of interest (REOI)

adalah metode untuk menyebarkan informasi seluas mungkin kepada calon Penyedia

untuk mendaftar sebagai Daftar Penyedia Terseleksi, yang kemudian dapat dilakukan

penilaian kualifikasi, Due Diligence, atau diundang langsung sesuai shortlist. Informasi

yang diminta untuk dimasukkan, diantaranya dapat berupa surat pernyataan minat,

katalog produk, sumberdaya, kualifikasi, kemampuan teknis, keuangan, riwayat

pengalaman, infrastruktur etika, manajemen K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja),

aspek lingkungan.

Dalam kaitan ini juga dilakukan Kajian Risiko Pengadaan. Risiko merupakan paparan atas

kerugian karena dampak dari uncertainty. Risiko selalu ada pada setiap tahap pengadaan.

Proses mengelola risiko merupakan tanggung jawab dari unit, yang dibantu oleh fungsi

manajemen risiko.

Analisis atas risiko pengadaan merupakan tanggung jawab Pejabat Perencana Pengadaan

yang dibantu oleh Pejabat Perencana Pengadaandan fungsi manajemen risiko. Pada

pengadaan yang bersifat strategis, Pengguna Barang/Jasa dapat meminta kajian risiko

pengadaan yang lebih komprehensif kepada Pejabat Perencana Pengadaan, dibantu

olehPejabat Perencana , dan fungsi manajemen risiko.
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Selanjutnya adalah Penilaian Kualifikasi, Due Diligence, dan DPT. Secara umum PJB akan

melakukan Penilaian Kualifikasi dan Due Diligence untuk portofolio pengadaan PJB, untuk

menghasilkan DPT yang berlaku dalam masa tertentu, dan dengan penyesuaian terhadap

kondisi Penyedia yang ada secara periodik atau setiap kebutuhan yang dipandang perlu.

Adanya DPT dengan Penilaian Kualifikasi dan Due Diligence memberi kepastian bahwa

penawaran pekerjaan hanya dilakukan kepada calon Penyedia yang telah memenuhi

persyaratan PJB, untuk itu Pejabat Perencana Pengadaan dapat memanfaatkan data dari

hasil REOI atau membuka undangan prakualifikasi khusus.

PJB memberlakukan DPT untuk mempermudah proses pengadaan, akan tetapi PJB juga

perlu mempunyai strategi khusus bagaimana daftar ini tidak menjadi barrier to entry

(menghalangi) perusahaan yang memang mempunyai kredibilitas dan kemampuan di suatu

bidang, untuk berusaha di bidang lain. PJB berkepentingan untuk memperluas pasar

Penyedia dan mengamankan suplai, baik pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Pejabat Perencana Pengadaan bertanggung jawab menyusun strategi ini.

Hasil proses diatas adalah adanya DPT yaitu daftar Penyedia yang lulus penilaian kualifikasi

dan secara periodik dimutakhirkan untuk mengetahui kinerja terakhir. DPT memuat juga daftar

hitam dari Penyedia yang tidak berkualifikasi baik atau kinerja buruk.

Masa 0. DPT disesuaikan antara kebutuhan untuk mempermudah pekerjaan pengadaan PJB

dengan upaya mendapatkan Penyedia baru yang mampu. Oleh karena itu DPT dapat berlaku

dalam satu periode, misalnya tiga tahun, dengan penyesuaian dan pembukaan penilaian

kualifikasi dilakukan secara periodik.

3.1.5. Kajian Tujuan dan Strategi Pengadaan PJB

Kegiatan berikutnya adalah melakukan identifikasi tujuan pengadaan PJB, yang dibangun dari

analisis yang sudah dilakukan sebelumnya. Tujuan ini, misalnya:

a. Mengurangi inventory dari 120 menjadi 80 hari.

b. Mengurangi jumlah transaksi dan kegiatan administrasi pengadaan (seperti jumlah

invoice) sebesar 30%.

c. Menghemat 15% dari total anggaran pengadaan di kategori Leverage.

d. Meningkatkan keamanan Penyediaan (security of supply) untuk kategori

Critical/Bottleneck, dan tetap menjaga total inventory PJB sesuai target 80 hari dalam

waktu 2 tahun.

e. Implementasi ISO 9001 pada proses pengadaan di PJB.

f. Meningkatkan jumlah Pejabat Perencana dan Pelaksanan Pengadaan yang

mendapatkan sertifikasi internasional.

Kegiatan berikutnya adalah melakukan identifikasi strategi pengadaan PJB untuk setiap

kategori barang, jasa atau pekerjaan sesuai Supply Positioning Matrix dan digabungkan

dengan hasil Riset Pasar untuk menjadi rekomendasi strategi pengadan dan kontrak terhadap

portofolio PJB, yang dapat memberikan value for money terbaik untuk PJB.
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3.1.6. Pengukuran Kinerja Pengadaan PJB

Kegiatan berikutnya adalah melakukan pengukuran kinerja atas strategi korporat sesuai

portofolio pengadaan PJB. Ini dilakukan dengan membandingkan antara tujuan, target dan

indikator kinerja utama yang disepakati PJB, dapat juga dilakukan benchmarking dengan

perusahaan lain, seperti perusahaan listrik di ASEAN, atau BUMN.

Tabel 3.1 Contoh Ukuran Kinerja

Ukuran kinerja Indikator

Efisiensi dari proses kompetisi 1. Banyaknya Penyedia yang memasukkan penawaran.
2. Banyaknya penawaran yang sesuai RKS.
3. Masukan positif dari Penyedia dalam proses

pengadaan.

Pengurangan biaya/peningkatan biaya secara
positif (cost reduction/improvement)

1. Tingkat/Jumlah penghematan/pengurangan biaya
yang tercapai.

2. Tingkat/Jumlah biaya pengadaan di Kantor Pusat
karena agregasi dibandingkan penghematan waktu
dan biaya yang dicapai.

3. Pengurangan inventory.
4. Berkurangnya barang yang terlambat distok.
5. Jumlah barang, jasa, dan pekerjaan yang tidak

memuaskan.

Manajemen Penyedia 1. Banyaknya Penyedia baru yang masuk dalam DPT,
2. Banyaknya penyerahan Proyek/COD yang mundur

dari jadwal.
3. Tingkat kualitas yang tercapai.

Efisiensi sistem dan proses internal 1. Volume dari transaksi bernilai rendah (low value).
2. Penggunaan mekanisme agregasi kebutuhan, kontrak

payung, atau kontrak jangka panjang.
3. Pengurangan biaya transaksi.
4. Kepuasan konsumen internal (pengguna).

Manajemen pengadaan 1. Persentase personalia pengadaan bersertifikasi
internasional.

2. Jumlah hari pelatihan.

3.2. Sarana Elektronik untuk Pengadaan Barang/Jasa PJB

PJB perlu memaksimalkan pemanfaatan sarana elektronik pengadaan barang/jasa untuk menyusun

perencanaan pengadaan korporat, menjadi basis data Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), dan menjadi

portal E-Procurement.

Tujuan sarana elektronik untuk pengadaan barang/jasa PJB diantaranya adalah:

a. Untuk lebih meningkatkan integrasi antar unit, sistem, dan database yang ada di PJB, dengan

mengoptimalkan pemanfaatan, peningkatan, dan interkoneksi antara sarana yang sudah ada,

diantaranya portal E-procurement PJB, modul material management di SAP, Maximo, ELLIPSE

(sistem material manajemen), database Penyedia yang saat ini ada, sistem pembayaran secara

elektronik.
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b. Untuk lebih meningkatkan transparansi, kecepatan, efisiensi waktu dan biaya, akuntabilitas,

proses pengadaan barang/jasa PJB.

c. Untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan, dan mengoptimalkan pemanfaatan material

di gudang (baik material fast moving maupun material slow moving).

d. Untuk mengoptimalkan pengelolaan database kinerja Penyedia, dalam bentuk DPT.
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BAB IV

PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN

4.1. Perencanaan Pengadaan

Divisi Supply Chain Management dan Unit menyusun Rencana Pengadaan setiap tahun. Rencana

Pengadaan adalah daftar umum yang meliputi kebutuhan atas barang/jasa, kuantitas, waktu

penyerahan, dan estimasi anggaran. Rencana Pengadaan ini dibuat berdasarkan RKAP dan telah

memperhitungkan potensi konsolidasi di tingkat korporat.

Tujuan Perencanaan Pengadaan adalah untuk:

a. Mendapatkan Rencana Pengadaan yang terkoordinasi dan terintegrasi, baik yang

dikonsolidasikan di Divisi Supply Chain Management di Kantor Pusat atau didelegasikan ke Unit,

atau didesentralisasikan ke Unit.

b. Menghindari masalah yang terkait dengan perencanaan mendadak (last minute), keadaan

darurat atau perencanaan yang buruk atau kualitas barang/jasa yang buruk.

Tanggung jawab perencanaan pengadaan di Kantor Pusat dan Unit adalah Pejabat Perencana

Pengadaan. Rencana Pengadaan ini diajukan oleh Pejabat Perencana Pengadaan kepada Pejabat

Yang Berwenang untuk mendapatkan persetujuan.

Pelaksanaan Perencanaan Pengadaan meliputi antara lain:

a. Melakukan kajian atas kebutuhan barang/jasa, termasuk kebutuhan antisipasi jika terjadi

keadaan darurat, sumber daya yang dibutuhkan, waktu pemanfaatan serta pendistribusian yang

menyesuaikan kebutuhan operasional dan proyek.

b. Pengguna Barang/Jasa menetapkan Rencana Pengadaan berdasarkan kegiatan pekerjaan dan

Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKAP, dengan menyesuaikan waktu pelaksanaan

kegiatan dengan nilai disbursement dari masing-masing kegiatan pekerjaan. Dalam hal untuk

tujuan efisiensi, Pengguna dapat menetapkan rencana Pengadaan Barang/Jasa yang jangka

waktunya lebih dari satu (1) tahun anggaran dengan perjanjian/kontrak jangka panjang.

c. Melakukan kajian strategi pengadaan yang tepat, termasuk rencana pengadaan yang ditangani

bersama oleh Divisi Supply Chain Management, dengan memperhitungkan antara lain potensi

konsolidasi dan skala ekonomi, berdasarkan Rencana Pengadaan Korporat.

d. Melakukan pemutakhiran atas riset pasar dan mengkaji DPT dengan berkoordinasi dengan

Pejabat Perencana Pengadaan.

Dokumen yang dihasilkan dari proses ini adalah:

a. Dokumen Draft Rencana Pengadaan.

b. Dokumen Konsolidasi Rencana Pengadaan.

c. Dokumen Final Rencana Pengadaan.
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4.2. Penentuan Kewajaran Harga

Dalam menentukan penilaian kewajaran harga yang ditawarkan oleh Penyedia, maka Pejabat

(Perencana dan Pelaksana) Pengadaan perlu memahami bagaimana metode penentuan harga

(pricing methods) dari Penyedia, antara lain:

a. Cost, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan diadakan.

b. Value or perceived value to customers, yaitu bagaimana pembeli dipersepsikan oleh para

Penyedia. Jika Seller’s Market, maka kemungkinan besar dapat terjadi opportunistic pricing,

dimana harga dapat terdorong ke tingkat yang lebih tinggi dari kewajarannya. Jika PJB

merupakan pembeli yang mempunyai natural monopoly, atau pembeli yang besar di pasar

Indonesia, regional, atau internasional, maka secara umum, opportunistic pricing sulit terjadi.

c. Trading conditions in the market, misalnya terjadi kelangkaan suatu bahan seperti baja, atau

terjadi kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang mendorong biaya bunga naik tinggi.

d. Faktor lain dapat berupa: adanya dumping, adanya perusahaan yang hendak menguasai pasar

dengan strategi harga yang rendah, produk baru, pangsa pasar, dan lain-lain.

Dalam menentukan kewajaran harga dari Penyedia tersebut, Pengguna, Pejabat Perencana

Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Pengadaan perlu memahami dasar penyusunan HPS, konsep

Total Cost of Ownership (TCOO), serta mampu melakukan analisa penawaran harga dari Penyedia.

4.2.1. Dasar Penyusunan HPS

Pada prinsipnya HPS adalah alat untuk melihat kewajaran harga penawaran dari segi biaya

produksi yang disusun secara internal, dan tidak dapat dipakai sebagai satu-satunya

penggugur penawaran dan HPS tidak wajib diumumkan.

HPS disusun secara cermat dan profesional berdasarkan HPE. Proses penyusunan HPE

berdasarkan harga pasar, kondisi ekonomi, perbandingan kontrak, analisa harga satuan atau

harga material utama dan faktor lain yang dapat mempengaruhi HPE. Pembuatan HPE dapat

melibatkan konsultan eksternal yang kompeten.

4.2.2. KonsepTotal Cost of Ownership (TCOO)

Dalam good procurement practice, secara umum biaya keseluruhan dari pembelian sesuatu,

apakah barang, jasa atau pekerjaan, tidak hanya merupakan harga awal yang ditawarkan

(initial purchase price), tetapi merupakan biaya keseluruhan yang dapat terjadi selama masa

siklus hidup (lifetime) barang, jasa atau pekerjaan tersebut. Ini biasanya diberlakukan pada

pengadaan kebutuhan yang sifatnya kompleks, seperti pembangunan pembangkit, tetapi juga

dapat diberlakukan pada pengadaan yang lebih sederhana, misalnya pembelian mobil (perlu

memperhitungkan, diantaranya ketahanan mesin, jaringan bengkel, harga parts, konsumsi

bahan bakar, dan harga jual kembali).

Karena itu dalam penyusunan Pagu Anggaran dan HPS untuk pekerjaan yang sifatnya lebih

kompleks, perlu mengimplementasikan konsep TCOO ini, dimana semua biaya yang relevan

diperhitungkan, dan mencari penawaran yang dapat memberikan biaya paling ekonomis

selama masa manfaat aset yang akan dibeli, mulai dari biaya:
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a. Initiation (Initiation cost to acquire the asset), yaitu biaya akuisisi sepert biaya desain, dan

semua biaya dan waktu yang diperlukan untuk memproses pengadaan sampai

perjanjian/kontrak.

b. Price (Price to be paid for the asset), atau harga yang ditawarkan oleh Penyedia untuk

menyediakan suatu asset.

c. Operation (Operating cost over the asset’s life), seperti biaya tenaga kerja, biaya energi

primer untuk pembangkit, biaya pemeliharaan (seperti biaya parts, biaya pemeliharaan,

ketahanan suatu mesin).

d. Disposal (Disposal cost of the asset), jika diperlukan, misalnya biaya penghancuran suatu

konstruksi atau penggantian setelah habis umur ekonomisnya.

Gambar 4.1  Konsep Total Cost of Ownership

4.2.3. Analisis Harga Penawaran dari Penyedia

Dalam procurement good practice, pejabat pengadaan perlu memahami bagaimana metode

pembentukan harga penawaran dari sisi Penyedia, agar mampu memberikan posisi yang

terbaik bagi perusahaan sebagai pembeli. Ini juga menggambarkan pentingnya PJB atau

afiliasinya mempunyai kemampuan reverse/re-engineering dalam hal penyediaan parts,

maupun dalam melaksanakan pembangunan sendiri suatu pembangkit dengan kontraktor

EPC internal. Dengan adanya kemampuan internal tersebut, maka pejabat pengadaan PJB

akan lebih berdaya dalam mengevaluasi penawaran yang ada, karena memahami bagaimana

sebuah aset dibangun atau dibuat (lihat Gambar 4.2.).

Beberapa analisis yang perlu dimiliki oleh pejabat pengadaan PJB adalah melakukan

Purchase Price and Cost Analysis (PPCA), yaitu:

a. Pricing method : Marginal, Absorption, Opportunistic. Marginal pricing prinsipnya adalah

pembentukan harga dengan menggunakan excess capacity, sehingga hanya

mengenakan variable cost. Absorption costing adalah pembentukan harga dengan

memperhitungkan fixed dan variable costs. Sementara Opportunistic adalah

pembentukan harga yang melihat berapa Pasar mau membeli dan bukan berangkat dari

biaya produksi.

)

)
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b. Manajemen perusahaan :Materials, Labour, Overheads, Profit. Pada prinsipnya perlu

mengetahui bagaimana manajemen sebuah unit usaha dalam mengenlola material untuk

produksi, tenaga kerja, komponen overhead, termasuk juga komponen laba yang

diharapkan.

c. TCOO (total cost of ownership), yaitu biaya yang terjadi selama masa kepemilikan suatu

aset, dengan memperhitungkan Initiation (termasuk desain dan biaya pengadaan), Price

(harga penawaran para Penyedia), Operation (biaya operasional, biaya pemeliharaan,

biaya tenaga kerja), Disposal (penggantian atau penghancuran).

d. Indexation, atau pengaruh berbagai indeks harga komponen utama material terhadap

pembentukan harga, seperti harga baja, harga semen, dan sebagainya. Pemahaman dan

pemakaian indeks yang disetujui sejak awal akan meminimalkan sengketa dalam

perubahan lingkup pekerjaan atau biaya. Pemakaian indeks secara wajar juga

menjadikan nilai perjanjian/kontrak bisa naik atau turun.

e. Variabel lainnya yang bisa mempengaruhi biaya. Misalnya contoh kecil harga printer

sekarang semakin murah, tetapi harga cartridge tinta tetap mahal. Di sinilah pabrikan

printer mencoba menjual printer sebanyak-banyaknya dengan harga murah, dengan

mengharapkan margin yang lebih besar pada operasional printer. Termasuk dalam hal ini

adalah jika suatu bisnis lazimnya mensyaratkan cash flow yang cepat, dengan demikian

jika pembeli bisa menjamin pembayaran yang lebih cepat, maka akan mendorong harga

penawaran dari para Penyedia menjadi turun. Variabel lain seperti keperluan

maintenance, warranty, delivery, dan sebagainya.

Gambar 4.2. Pembentukan Harga Dari Sisi Penyedia dan Pembeli

4.3. Persiapan Pengadaan Per Paket

Setiap paket pengadaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pengadaan, Pejabat Pelaksana

Pengadaan dibantu oleh Pejabat Perencana Pengadaanmembuat rencana pengadaan per paket.

Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat

waktu, tepat tempat, tepat tujuan sosio-ekonomi, dan tepat biaya.
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Pejabat Perencana Pengadaan bertanggung jawab menyiapkan Rencana Pengadaan per paket,

bekerjasama dengan Pejabat Perencana Pengadaandi Kantor Pusat/Unit tersebut. Rencana

Pengadaan per paket diajukan oleh Pejabat Perencana Pengadaan kepada Pengguna Barang/Jasa

untuk mendapatkan persetujuan, dengan kelengkapan dokumen sesuai matriks di bawah ini.

Secara umum tabel 4.1.memperlihatkan alur kegiatan dan dokumen dari persiapan pengadaan di

Kantor Pusat/Unit dan per paket pengadaan.

Tabel 4.1 Alur Kegiatan dan Dokumen

Kegiatan Dokumen Yang
Dihasilkan

Kategori

Rutin
Critical/Bottleneck,

Leverage,
Strategis

Perencanaan Pengadaan Kantor Pusat/
Unit
1. Membuat Draft Rencana Pengadaan

berdasarkan RKAP
Dokumen Draft Rencana
Pengadaan

Ya Ya

2. Kajian dan Konsolidasi dengan
Perencanaan Pengadaan

Dokumen Konsolidasi
Pengadaan

Ya Ya

3. Membuat dokumen final Rencana
Pengadaan

Dokumen Final Rencana
Pengadaan

Ya Ya

Persiapan Pengadaan Per Paket
1. Pemutakhiran Riset Pasar & Penilaian

Risiko Pengadaan
Update Riset Pasar dan
Risiko Penilaian Risiko untuk
Paket Pengadaan tersebut

Tidak Ya

2. Penyiapan/Kajian Spesifikasi/TOR Dokumen Spesifikasi/TOR Ya Ya
3. Penyiapan Strategi Pengadaan dan

Kontrak
 Pemilihan Jenis Kontrak
 Pemilihan Jenis Penawaran
 Pemilihan Metode Pengadaan &

Pengecualian

Strategi Pengadaan dan
Kontrak

Tidak Ya

4. Review Value for Money (jika belum
masuk dalam Strategi dan Kontrak
Pengadaan yang sudah ditetapkan
sebelumnya/mengandung kebaruan
metode, misalnya format kontrak baru.

Rekomendasi Tidak Ya

5. Finalisasi Dokumen Pengadaan dan
RKS

Dokumen Pengadaan/RKS Ya Ya

6. Pembuatan HPS HPS Ya Ya
7. Penetapan Dokumen Pengadaan dan

HPS oleh Pengguna dan permintaan
dimulai proses pemilihan Penyedia,
dari Pengguna ke Pejabat Pelaksana
Pengadaan

Persetujuan Dokumen
Pengadaan dan HPS oleh
Pengguna, sekaligus
Permintaan dimulai proses
pemilihan Penyedia ke
Pejabat Pelaksana
Pengadaan

Tidak Ya

4.3.1. Pemutakhiran Riset Pasar dan Penilaian Risiko Pengadaan

Proses pemutakhiran Riset Pasar dan Penilaian Risiko Pengadaan dilakukan bersamaan

dengan penyiapan Spesifikasi, TOR, agar Dokumen Pengadaan/RKS dan Strategi

Pengadaan dan Perjanjian/Kontrak yang akan dibuat berdasarkan pada kondisi terakhir di

pasar.
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4.3.2. Penyiapan/Kajian Spesifikasi/TOR

Spesifikasi atau deskripsi fisik atau fungsi dari suatu barang, jasa, atau pekerjaan harus

memberikan deskripsi yang detil mengenai kebutuhan.

Pejabat Perencana Pengadaan bertugas memastikan bahwa spesifikasi dan deskripsi teknis

yang ditulis tidak mengandung ambiguitas, jelas dan bersifat generik, serta mendorong

kompetisi yang sehat antar Penyedia, atau memberi restriksi (kecuali jika masih dalam masa

pemeliharaan OEM).

Spesifikasi pada umumnya merupakan satu atau kombinasi dari tiga hal berikut (sebagaimana

diuraikan pada Tabel 4.2).

Tabel 4.2 Penyusunan Spesifikasi

Spesifikasi Deskripsi

Fungsi Fokus pada apa yang bisa dilakukan oleh suatu produk, dan tidak melihat secara
seksama apa materi atau dimensi dari suatu produk. Misalnya mobil listrik kategori SUV
yang bisa dipakai di medan off road dan jalan perkotaan.

Kinerja Mendeskripsikan apa yang akan bisa dicapai oleh suatu produk, dan tidak menyediakan
deskripsi pasti mengenai bagaimana hal itu dilakukan. Untuk memastikan kualitas,
biasanya acuan terhadap suatu standard dicantumkan, misalnya ISO, Energy Star (untuk
lingkungan).
Misalnya adalah mobil listrik yang mampu mengangkut 7 orang, sejauh 200 km dalam
sekali pengisian, dan memenuhi syarat Electrical Vehicle Standard.

Teknis Mendefinisikan secara jelas dan detil suatu produk, misalnya sifat fisik, materi yang akan
digunakan, kebutuhan tenaga dan keluaran, proses pabrikasi yang diperlukan, atau jika
suatu jasa, bagaimana metode kerja yang akan dilaksanakan. Dengan ada unsur
keunikan, maka spesifikasi desain dapat mengurangi kompetisi karena adanya perbedaan
dalam praktek rancang bangun. Misalnya mobil listrik yang dibuat dari bahan ringan, tetapi
bukan alumunium, dan menggunakan gear box yang diproduksi oleh Tesla Motors,
dengan tenaga 150 kVA.

Ketiga jenis spesifikasi tersebut dapat dikombinasikan. Secara umum, disarankan untuk

memakai spesifikasi kinerja dan fungsional, dan bukannya teknis, untuk memperluas pasar

Penyedia, karena terbuka kemungkinan ada Penyedia lain yang bisa menawarkan alternatif

dan ide dan solusi inovatif terhadap kebutuhan perusahaan, dan biasanya akan lebih cost

effective.

Selain itu, perlu ada minimum requirements yang dinyatakan oleh perusahan. Penyedia

seharusnya tidak dalam posisi untuk menentukan sifat fisik yang bersifat fundamental.

Spesifikasi dan TOR merupakan basis untuk penawaran dan evaluasi dari penawaran untuk

menentukan apakah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam dokumen penawaran, serta

bagaimana bentuk perjanjian/kontrak, serta pemantauan atas kinerja Penyedia atau kinerja

barang dan peralatan. Pejabat Perencana Pengadaanbersama Pejabat Perencana

Pengadaan perlu memperhatikan aspek pembuatan spesifikasi yang baik sebagai bahan

pembuatan RKS.
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Pejabat Perencana Pengadaandan Pejabat Perencana Pengadaan kemudian perlu

menentukan tujuan dan keluaran pengadaan, yang akan diterjemahkan dalam definisi Value

for Money untuk kebutuhan pengadaan individual. Definisi ini merupakan keseimbangan

antara 6 Rights (6 Rs):

a. Right Quality/ Tepat Kualitas.

b. Right Quantity/ Tepat Kuantitas.

c. Right Place/ Tepat Tempat.

d. Right Time/ Tepat Waktu.

e. Socio-Economic Goals/ Tujuan Sosial Ekonomi.

f. Right Price/ Tepat Harga.

Secara umum, Kualitas merupakan aspek paling pertama yang dipertimbangkan, dengan

Harga merupakan aspek paling terakhir yang dipertimbangkan. Penetapan Kualitas ini dapat

dilakukan secara berjenjang, mulai dari proses Pra Kualifikasi untuk mendapatkan

perusahaan yang mempunyai kemampuan teknis dan keuangan, serta kredibilitas (kinerja)

yang baik. Jenjang lainnya adalah penetapan syarat kualitas, seperti mendapatkan sertifikat

uji dari PJB, laporan yang memuaskan dari kunjungan ke pabrik, dan sebagainya.

Jika telah diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pendayagunaan produk dalam

negeri, maka aspek Sosial Ekonomi, yang bertujuan untuk membangun industri kelistrikan

nasional atau mengundang pabrikan luar negeri untuk membangun pabrik di Indonesia,

sesuai kebijakan PJB, dapat diletakkan pada urutan pertama.

4.3.3. Strategi Pengadaan dan Perjanjian/Kontrak tiap Paket Pengadaan

Salah satu aspek penting dalam pengadaan adalah Strategi Pengadaan dan

Perjanjian/Kontrak untuk tiap paket pengadaan, berdasarkan strategi umum yang telah

direkomendasi oleh Value for Money Committee.

Tujuannya adalah mengidentifikasi dan memilih Strategi Pengadaan dan Perjanjian/Kontrak

yang tepat untuk mencapai kebutuhan pengadaan, yang menguntungkan PJB dalam jangka

panjang, dan mencapai value for money, yang tidak selalu merupakan harga terendah.

Langkah-langkahnya adalah:

a. Pilihan jenis perjanjian/kontrak yang akan dilakukan.

b. Pilihan metode penawaran (RFQ, ITB, RFP), termasuk penyampaian dokumen

penawaran (satu sampul, dua sampul, dua tahap).

c. Pilihan metode pemilihan (Pelelangan Terbatas dari DPT/shortlist, Penunjukan

Langsung, Pengadaan Langsung, Pelelangan Terbuka).

Dalam menentukan Strategi yang tepat, maka perlu mempertimbangkan beberapa faktor,

diantaranya:

a. Regulasi dan prosedur PJB.

b. Delegasi kewenangan.

c. Persetujuan internal.
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d. Kebutuhan waktu.

e. Tipe pengadaan (barang, jasa, jasa konstruksi dan pekerjaan lain).

f. Kompleksitas pengadaan.

g. Riset pasar.

h. Risiko pengadaan.

i. Perjanjian/Kontrak yang ada (misal LTSA unit tertentu, metode penentuan harga melalui

open book system).

j. Apakah perlu memakai procurement agent.

4.3.3.1. Pembelian dan Alternatif Jenis Perjanjian/Kontrak

Langkah pertama adalah memilih apakah membeli dan jenis perjanjian/kontrak yang

akan dilakukan. Analisis pertama yang dilakukan oleh Pejabat Perencana Pengadaan

dan Pejabat Perencana Pengadaanadalah memperbandingkan antara alternatif

pembelian (lease, menggunakan perjanjian/kontrak yang sudah ada) dibandingkan

dengan membeli.

4.3.3.1.1. Lease or Buy (Sewa Guna/Sewa Beli) atau Membeli Menjadi Aset

Analisis ini untuk melihat apakah perlu melakukan lease (sewa guna, sewa

beli) atau membeli untuk menjadi aset. Penerapannya diantaranya melihat

apakah suatu barang perlu menjadi aset dan dapat membebani neraca

pembukuan PJB, karena memerlukan investasi dan memiliki susut nilai

barang (depresiasi).

4.3.3.1.2. Menggunakan perjanjian/kontrak yang ada atau Membeli (Buy).

Analisis berikutnya adalah memperbandingkan antara menggunakan

perjanjian/kontrak yang sudah ada atau melakukan pengadaan dan

perjanjian/kontrak terpisah. Analisis ini dapat memakai bahan yang

disiapkan untuk konsolidasi Rencana Pengadaan Korporat. Ini dapat

diterapkan dengan melihat misalnya apakah ada perjanjian/kontrak payung

atau bentuk perjanjian/kontrak lain yang bisa dipakai, dengan persyaratan

yang memenuhi kaidah value for money.

Jika diputuskan membuat perjanjian/kontrak sendiri, maka secara umum

PJB dapat menerapkan strategi kontrak yang berhubungan erat dengan

kepemilikan risiko dan kategori sesuai Supply Positioning Matrix dan hasil

dari

Riset Pasar. PJB perlu membuka terhadap bentuk-bentuk

perjanjian/kontrak jenis baru yang disesuaikan dengan perkembangan

dunia bisnis.
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4.3.3.2. Metode Penawaran dan Penyampaian Dokumen Penawaran

Sesuai procurement good practice, maka ada tiga jenis metode penawaran:

1. Request for Quotations (RFQ).

RFQ digunakan untuk pengadaan yang bersifat kecil atau Rutin, dengan

spesifikasi yang mudah ditemui di pasar.

2. Invitation to Bid (ITB).

ITB adalah metode penawaran untuk kebutuhan yang spesifikasinya dapat dibuat

secara jelas dan lengkap baik kualitas maupun kuantitasnya, dan penunjukan

pemenangnya dapat dilakukan berdasarkan penawaran biaya terendah,

sepanjang kualitas, kuantitas, waktu, tempat, dan persyaratan lain (bila

ditentukan) telah terpenuhi (misalnya, TKDN dll).

Metode penawarannya dilakukan dengan cara:

a. Penawaran biasanya dilakukan dengan satu sampul.

b. Penawaran dapat dilakukan dengan dua sampul jika memakai sistem

penilaian berdasarkan bobot, untuk menilai pemenuhan terhadap

persyaratan yang ditetapkan.

ITB biasanya digunakan pengadaan kebutuhan barang atau material kategori

Critical/Bottleneck, Leverage.

3. Request for Proposals (RFP)

RFP adalah metode penawaran untuk kebutuhan yang spesifikasinya/TOR/SOW

tidak dapat dilakukan secara penuh pada saat undangan penawaran diumumkan.

Biasanya kombinasi spesifikasi fungsional dan performance dan digunakan untuk

pekerjaan yang lebih memerlukan inovasi dan keahlian tertentu. Pengadaan

benar-benar mencari yang terbaik dalam hal metode pekerjaan, inovasi, dan

keahlian spesifik, untuk memenuhi kebutuhan pengadaan.

Proposal biasanya diserahkan dengan dua sampul, yaitu sampul satu berisi

persyaratan administrasi dan teknis dan sampul dua berisi penawaran harga.

Dapat juga dilakukan dua tahap dalam hal diperlukan penyesuaian kriteria teknis

untuk menyetarakan spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan.

Biasanya tidak ada pembukaan penawaran terbuka.

Biasanya digunakan untuk pengadaan pekerjaan kategori Strategic/Complex,

seperti pembangkit (EPC).
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4.3.3.3. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Secara umum, penyederhanaan dalam sistem dan praktek pengadaan di PJB

dilakukan melalui:

a. Adanya Rencana Pengadaan Korporat yang komprehensif, dimana dioptimalkan

konsolidasi kebutuhan, sehingga sebagian besar kebutuhan sudah ditangani oleh

Divisi Supply Chain Management di Kantor Pusat PJB dan Unit tinggal

mengeluarkan purchase order (PO) saja.

b. Adanya penetapan Strategi Umum Pengadaan tiap tahun, sehingga Pengguna,

Pejabat Perencana dan Pejabat Pelaksana Pengadaan, tinggal menerapkan

sesuai kondisi yang ada.

c. Pengutamaan metode Pelelangan Terbatas dengan menggunakan DPT, yaitu

daftar Penyedia yang telah melalui proses penilaian kualifikasi dan due diligence

yang dilakukan oleh Pejabat Perencana Pengadaan.

d. Undangan untuk memasukkan penawaran (quote, bid, proposal) dikeluarkan

untuk calon Penyedia dalam DPT tersebut oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan.

Dengan demikian, proses pengecekan update kualifikasi akan lebih singkat.

e. Dalam hal terjadi semua penawaran diatas HPS, maka Pejabat Pelaksana

Pengadaan dapat melakukan upaya untuk meneruskan proses pengadaan

sesuai dengan pertimbangan profesionalnya, misalnya melakukan klarifikasi dan

negosiasi langsung dengan penawar terendah, melakukan proses pemasukan

penawaran ulang atau teknik lainnya dengan tetap memperhatikan aspek tata

kelola.

Metode Pemilihan tergantung pada nilai pengadaan, kondisi pasar dan pengetahuan

atas pasar. Keputusan untuk metode pemilihan tergantung pada:

a. Kebutuhan untuk mendapatkan tingkat kompetisi yang tepat untuk memastikan

Value for Money.

b. Menghindari beban administrasi yang kurang bernilai tambah jika dibandingkan

dengan hasil kompetisi dan Value for Money.

Secara umum, pedoman pemilihan Metode Pemilihan mengikuti penjelasan dalam

Bab I butir 1.5.

4.3.3.4. Aspek Lain (Jaminan Pengadaan)

Pejabat Perencana Pengadaan dan Pejabat Perencana Pengadaanharus

memperhatikan ketentuan mengenai Jaminan Pengadaan Barang/Jasa dan kaitannya

dengan Strategi Pengadaan dan Perjanjian/Kontrak yang tepat. Besar kecilnya

jaminan ditentukan sesuai Strategi Pengadaan yang direview oleh Value for Money

Committee.

Penetapan bentuk, besaran nilai dan masa berlaku dari masing-masing Jaminan

ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Dalam keadaan khusus, Pejabat Perencana

Pengadaan dapat meminta pendapat dari Value for Money Committee untuk usulan

terkait besar kecilnya jaminan.
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Jaminan di atas yang dapat diterima PJB adalah yang diterbitkan oleh bank atau

lembaga keuangan lainnya yang mempunyai kredibilitas yang baik dan telah

dinyatakan lulus oleh Direksi. Jika diperlukan, bank atau lembaga keuangan lainnya

ini dapat diproses untuk masuk ke DPT.

4.3.4. Dokumen Pengadaan /Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

RKS pada intinya adalah dokumen yang akan menjadi basis bagi para calon Penyedia untuk

membuat penawaran mereka. RKS disusun oleh Pejabat Perencana Pengadaan dan disetujui

oleh Pengguna Barang/Jasa. Setelah RKS disetujui oleh Pejabat Yang Berwenang, maka

Pejabat Perencana Pengadaan mempersiapkan Dokumen Pengadaan.

4.4. Jangka Waktu Pengadaan

Jangka waktu pengadaan harus direncanakan secara cermat dengan memperhatikan kecukupan

waktu yang memadai untuk setiap tahapan proses pengadaan.

4.5. Proses Umum Pengadaan di PJB

Proses umum pengadaan di PJB berikut peran masing-masing Pejabat Pengadaan (Perencana dan

Pelaksana) seperti terlihat pada Gambar 4.3.
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Gambar 4.3 Proses Umum Pengadaan di PJB
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BAB V

PROSES PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

5.1. Prinsip Umum

Prinsip umum dalam proses pelaksanaan pengadaan adalah “level playing field”, atau arena
bermain yang sama, seperti semua calon Penyedia mendapatkan informasi yang sama, pada saat
yang sama, sehingga mereka mempunyai waktu yang sama untuk mempersiapkan Penawaran.
Oleh karena itu PJB perlu membuat langkah-langkah yang mendorong “level playing field” tersebut.
Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan tanpa harus menunggu disahkannya
rencana anggaran perusahaan.

Secara umum, proses pelaksanaan pengadaan disesuaikan dengan kondisi yang ada, professional

judgement dari Pejabat Pelaksana Pengadaan, mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

a. Adanya proses Pengumuman dan Penawaran yang transparan dan adil, baik melalui sarana

elektronik e-procurement PJB, atau media lain, seperti media massa daerah, nasional,

internasional, atau undangan. Untuk metode Pelelangan Terbatas melalui undangan, secara

prinsip tetap perlu diumumkan di sarana elektronik e-procurement PJB.

b. Adanya sesi untuk menjawab Pertanyaan dari Calon Penyedia dan Penjelasan (aanwijzing).

Penjelasan dapat dilakukan di suatu tempat, ataupun menggunakan sarana secara elektronik

(video conference, teleconference).

c. Adanya kepastian bahwa setiap perubahan terhadap Dokumen Penawaran diterima oleh

semua calon Penyedia yang memenuhi syarat.

d. Adanya proses Pemasukan, Penerimaan, dan Pembukaan Penawaran yang wajar dan adil.

e. Adanya Evaluasi Penawaran yang dilakukan secara profesional. Jika diperlukan, Pejabat

Pelaksana Pengadaan dapat dibantu oleh tenaga ahli baik internal maupun eksternal.

f. Jika diperlukan, dapat dilakukan Klarifikasi Penawaran kepada calon Penyedia. Secara umum

klarifikasi harus tertulis, dan jika diperlukan dapat dilakukan pertemuan dimana Penyedia

melakukan presentasi, baik di kantor PJB atau teleconference. Tenaga ahli dapat diundang

untuk hadir dalam klarifikasi. Klarifikasi tidak mengubah substansi atau harga dan bersifat

rahasia. Untuk pengadaan kategori Strategis, jika diperlukan dapat dilakukan site visit atau

inspeksi ke Penyedia yang memenuhi syarat.

g. Adanya proses evaluasi yang memberikan ringkasan hasil evaluasi mana yang paling Value for

Money, untuk dikaji secara berjenjang.

h. Jika diperlukan, dapat dilakukan negosiasi, yaitu proses interaktif diskusi antara pembeli dan

Penyedia mengenai syarat dan ketentuan suatu perjanjian/kontrak. Secara umum, Negosiasi

dilakukan untuk metode penawaran RFP. ITB dapat dilakukan dengan persetujuan dari

Pengguna, jika terdapat kondisi seperti melampaui Pagu Anggaran, atau ada diskon tambahan

apabila ada penambahan kuantitas, atau alasan lain.
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i. Jika diperlukan, Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat melakukan negosiasi kompetitif dengan

calon Penyedia yang memberikan penawaran terbaik dan melampaui nilai minimum kualitas

(best and final offer “BAFO). BAFO merupakan tambahan langkah setelah keseluruhan

Evaluasi untuk meningkatkan kompetisi dan value for money. Semua calon Penyedia

memenuhi syarat diundang untuk memasukkan BAFO dan menjadi penawaran final dengan

batas waktu tertentu. Jika calon Penyedia tidak memasukkan BAFO, penawaran asli tetap

menjadi pertimbangan.

j. Setelah semua penawaran final masuk, maka dapat dilakukan evaluasi lagi dan melakukan

perubahan sesuai penawaran yang masuk.

k. Apabila dilakukan Penunjukan Langsung, maka negosiasi teknis dan harga harus dilakukan.

l. Dalam hal terdapat Sanggahan, maka calon Penyedia yang kalah pada saat pengumuman

pemenang, berhak untuk mengajukan sanggahan secara tertulis disertai bukti-bukti kepada

Pejabat Pelaksana Pengadaan. Sanggahan hanya yang berkaitan dengan kesesuaian

pelaksanaan pengadaan dengan prosedur atau tata cara pengadaan di dokumen pengadaan.

Sanggahan dapat diterima apabila diajukan dalam waktu yang ditentukan. Pejabat Pelaksana

Pengadaan wajib menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut sesuai ketentuan waktu

yang ada. Apabila Sanggahan yang diajukan tidak benar atau terdapat indikasi calon Penyedia

melakukan hal-hal diluar prosedur sanggah dan dapat merusak kepercayaan PJB, maka calon

Penyedia dikenakan Daftar Hitam (Black List) dan dicatat dalam DPT.

m. Secara prinsip, Pengadaan Gagal dan Pengadaan Ulang perlu diminimalkan, agar PJB dapat

mengejar momentum bisnis yang ada. Pejabat Pelaksana Pengadaan beserta Pejabat

Perencana Pengadaanmelakukan upaya agar pengadaan tidak gagal, dengan melakukan

langkah sesuai professional judgement, misalnya negosiasi langsung dengan calon Penyedia

yang ada, atau kemungkinan Penunjukan Langsung ke BUMN/Anak Perusahaan

BUMN/Perusahaan Terafiliasi BUMN, atau opsi lainnya. Jika keadaan tetap tidak

memungkinkan, maka Pejabat Pelaksana Pengadaan, Pengguna Barang/Jasa, Pejabat

Pengawasan, atau Pejabat lain yang terkait dapat mengajukan justifikasi untuk menyatakan

Pengadaan Gagal kepada Value for Money Committee.
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BAB VI

PENGADAAN KHUSUS

6.1. Ketentuan Umum

PJB mengatur beberapa jenis pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara khusus, terutama

karena sudah ada regulasi/peraturan dari Pemerintah atau pihak lain yang mengikat PJB dan

mengatur pengadaannya secara tersendiri atau khusus. Pada prinsipnya, Pengadaan Khusus ini

merupakan strategi pengadaan dan perjanjian/kontrak yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak

lain tersebut untuk kemudahan operasional pengadaan.

Prosedur pengadaan khusus ini berlaku untuk barang/jasa yang diatur dalam:

a. Regulasi dari Pemerintah, seperti pengadaan energi primer;

b. Sewa menyewa/sewa beli dan sewa guna usaha;

c. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (Alih daya);

d. Pengadaan jasa konsultansi perorangan;

e. Pengadaan asuransi;

f. Pengadaan parts pembangkit reverse engineering dan re-engineering.
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BAB VII

PENDAYAGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

7.1. Manfaat dan Peraturan

7.1.1. Manfaat Pendayagunaan Produk Dalam Negeri

BUMN secara umum diberi tugas untuk mendorong ekonomi nasional, diantaranya dengan

mendayagunakan produk dalam negeri. PJB melihat bahwa selain tugas untuk mendorong

pendayagunaan produksi dalam negeri sebagai bagian dari tugas mendorong ekonomi

nasional, dalam hal pengadaan, pendayagunaan produk dalam negeri juga menguntungkan

PJB secara langsung atau tidak langsung, karena membuka kemungkinan tumbuhnya pasar

Penyedia, yang nantinya akan menurunkan risiko suplai bagi PJB.

Secara umum, dengan adanya kebutuhan suatu parts yang dikerjakan oleh workshop dalam

negeri dan pabrikan dalam negeri dengan metode open book system, maka PJB dapat

mengetahui lebih rinci struktur biaya pembuatan parts tersebut dan supply chain dari suatu

parts. Dengan demikian PJB dapat mempunyai pengetahuan dan posisi tawar yang lebih

baik terhadap pasar Penyedia, terutama parts yang masih disediakan oleh Penyedia OEM

yang basis produksinya di luar negeri. Ini akan menguntungkan PJB karena para Penyedia

tahu bahwa workshop dalam negeri mempunyai kemampuan membuat sendiri parts tersebut

dengan struktur biaya yang wajar.

7.1.2. Peraturan yang mendukung

Secara umum PJB mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku, antara lain:

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Pasal 21 yang menyatakan bahwa : “pelaku

usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya

lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Ini merupakan landasan

untuk penerapan kontrak dengan metode open book system atau cost plus fee.

b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pada Pasal 16 ayat

(3) yang menyatakan bahwa : “Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,

Badan Usaha Swasta, dan Koperasi dalam melakukan usaha jasa penunjang tenaga

listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri”.

c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pada Pasal 85 yang

menyatakan : “Untuk pemberdayaan Industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan

penggunaan produk dalam negeri” dan Pasal 86 ayat (1) huruf b yang menyatakan

bahwa : “Produk dalam negeri wajib digunakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan

Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Swasta dalam pengadaan Barang/Jasa yang

pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola

kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dan/atau mengusahakan

sumber daya yang dikuasai negara”.
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d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan Tata

Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri.

e. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54.M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman

Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur

Ketenagalistrikan.

f. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Yang Tidak Dibiayai dari APBN/APBD.

g. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha

Milik Negara (BUMN), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan

Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012, pada Pasal 2 ayat 2 yang menyatakan

bahwa : “Pengguna Barang/Jasa mengutamakan produksi dalam negeri, rancang

bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil,

sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggung jawabkan”.

h. Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-02/MBU/2012

tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa BUMN dan

Anak Perusahaan BUMN.

7.2. Prosedur Umum

Prosedur umum dalam pendayagunaan produk dalam negeri adalah sebagai berikut:

a. PJB menetapkan Strategi Pengadaan Korporat, termasuk tujuan dan target pendayagunaan

produk dalam negeri, sesuai siklus perencanaan PJB.

b. Berdasarkan tujuan dan target tersebut, PJB melakukan Riset Pasar pada pasar Penyedia

dalam negeri dan luar negeri, termasuk kemungkinan memberikan insentif. Insentif dapat

diberikan kepada Penyedia (pabrikan) luar negeri yang mau memindahkan proses pabrikasi  di

dalam negeri.

c. Berdasarkan Riset Pasar atas portofolio pengadaan PJB yang dapat dioptimalkan

pendayagunaan produk dalam negeri, Pejabat Perencana Pengadaan melakukan proses

Prakualifikasi dan Due Diligence, untuk menentukan DPT.

d. Perencanaan pendayagunaan produk dalam negeri dan dimasukkan di dalam dokumen

pengadaan, dimana dimuat secara jelas ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi

dalam negeri (menjadi R pertama dalam 6 Rs).

e. Pada prinsipnya, Pejabat Pelaksana Pengadaan PJB melakukan Pelelangan Terbatas pada

perusahaan yang ada di DPT, beserta negosiasi teknis dan harga, yang diikat dalam

perjanjian/kontrak dengan harga yang wajar. Jika terdapat alasan pengecualian, dapat

dilakukan Penunjukan Langsung.

Insentif dapat diberikan sebagai bagian dari Strategi Pengadaan dan Perjanjian/Kontrak, dan tidak

terbatas pada yang telah diatur dalam Pedoman Umum ini. Insentif yang diberikan merupakan

bagian suatu Strategi Pengadaan dan Perjanjian/Kontrak. Insentif dapat diberikan dengan

mempertimbangkan dan mengakui bahwa pabrikan dalam negeri telah berinvestasi cukup besar dan

memerlukan bisnis secara berkelanjutan dan bermitra dengan PJB, dengan tetap menerapkan
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prinsip pengadaan yang sehat, seperti harga yang disepakati merupakan harga yang wajar, dan

maksimal sama dengan jika membeli dari Penyedia luar negeri, kecuali ditentukan lain.

Bentuk-bentuk insentif yang dapat diambil PJB diantaranya adalah:

a. Hak Penyesuaian Penawaran Pengadaan Internasional.

b. Kontrak/Perjanjian Suplai Jangka Panjang, termasuk open book system.

1. PJB dapat memberikan insentif perjanjian jangka panjang, yang mencakup semua aspek

komersial yang dapat diterapkan pada pembelian oleh PJB, termasuk penentuan harga

(pricing), diskon, pembayaran, penyerahan, dan sebagainya, termasuk syarat-syarat umum

lainnya. Biasanya diterapkan untuk Penyediaan barang dari pabrikan dalam negeri.

Berdasarkan perjanjian tersebut, maka pabrikan dalam negeri dapat didorong untuk

mempertahankan dan menaikkan tingkat komponen dalam negeri.

2. Dalam keadaan khusus, dimana pasar secara internasional masuk dalam kategori

Leverage dan bersifat Buyer’s market, tetapi ada Pabrikan dalam negeri yang mampu

menyediakan barang dengan kualitas sesuai kebutuhan PJB, dimana jumlahnya sangat

terbatas, maka PJB mengakui bahwa pasar telah berubah menjadi Critical/Bottleneck.

Oleh karena itu dapat diterapkan Pelelangan Terbatas atau Penunjukan Langsung dengan

strategi open-book system, dimana penentuan harga didasarkan pada kesepakatan

bersama dengan hak untuk melihat catatan akuntansi pembukuan biaya produksi pabrikan,

dengan margin yang wajar, dan dengan perjanjian/kontrak penyediaan jangka panjang.

Open book system memberikan pengamanan atas pembentukan biaya dan harga yang

wajar dengan keamanan penyediaan untuk PJB dan mitra bisnisnya. Open book system ini

merupakan salah satu varian kontrak cost plus fee.

c. Insentif sebagai pre-approved vendor list untuk perjanjian/kontrak tidak langsung dengan PJB,

jika telah ditentukan dalam strategi pengadaannya;

d. Insentif bagi Perusahaan Asing untuk melakukan proses produksi di Dalam Negeri, jika

bersedia membuat business plan yang jelas untuk proses produksi di dalam negeri;

e. Preferensi Harga dalam Pengadaan Internasional. Biasanya untuk pekerjaan konstruksi atau

EPC. PJB dapat memberikan preferensi harga dalam prosentase tertentu (X%) setelah 4 Rs

diterima (kualitas, kuantitas, tempat, waktu). Tetapi hal ini merupakan suatu pengecualian, dan

jika preferensi harga akan ditetapkan, perlu rekomendasi dari Value for Money Committee.
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BAB VIII

MANAJEMEN PELAKSANAAN PERJANJIAN/KONTRAK

8.1. Prinsip Umum

Manajemen perjanjian/kontrak adalah hal strategis yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,

eksekusi, administrasi, sampai penutupan perjanjian/kontrak.

Tujuan manajemen perjanjian/kontrak adalah memastikan bahwa semua pihak dalam kontrak

memenuhi kewajiban yang disepakati, secara efisien dan efektif, dan menghasilkan keluaran bisnis

dan operasional yang ditentukan dalam perjanjian/kontrak, yang memenuhi prinsip value for money.

Perjanjian/Kontrak juga memproteksi semua pihak jika terdapat perubahan asumsi

perjanjian/kontrak. Jika perjanjian/kontrak tidak dipenuhi, maka dapat diterapkan Denda

Keterlambatan atau Kompensasi Kinerja Tidak Sesuai Perjanjian/Kontrak (Liquidated Damages).

Manajemen perjanjian/kontrak secara esensi sama dengan manajemen proyek, yaitu mempunyai

tujuan tertentu, sumberdaya yang diperlukan, waktu memulai dan mengakhiri, serta memerlukan

koordinasi dan perencanaan semua kegiatan, serta adanya dokumentasi dan audit trail selama

proses berlangsung.

Manajemen perjanjian/kontrak harus termasuk pemantauan dan dokumentasi dari kinerja Penyedia.

Ini merupakan tanggung jawab dari Pengguna dan dibantu oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan.

Para pihak ini juga bertugas untuk memastikan bahwa semua tindakan dari Penyedia sudah sesuai

dengan perjanjian/kontrak, dan jika terdapat kebutuhan perubahan, dapat diselesaikan dan

disepakati bersama serta dituangkan dalam dokumen perubahan perjanjian/kontrak.

Pembayaran dari perjanjian/kontrak dilakukan terpisah dari fungsi pengadaan, sedangkan

penutupan perjanjian/kontrak merupakan tanggung jawab dari Pengguna/Pejabat Pelaksana

Pengadaan.

Secara umum, proses manajemen perjanjian/kontrak ini mengikuti prinsip-prinsip yang disesuaikan

dengan kondisi yang ada, sesuai professional judgement dari Pejabat Pelaksana Pengadaan atau

contract award authority, dibantu oleh Pejabat Pengadaan, yaitu:

a. Untuk efektivitas pekerjaan dan manajemen perjanjian/kontrak, Pengguna dapat menunjuk

Direksi Pekerjaan, Pengawas Pekerjaan, dan Wakil Penyedia Barang/Jasa, untuk bekerja

bersama Pengguna.

b. Pada prinsipnya, Pejabat Pelaksana Pengadaan bertanggung jawab atas manajemen

perjanjian/kontrak dan pemantauan terhadap kinerja Penyedia, serta membantu Pejabat

Pelaksana Pengadaan untuk melakukan pemutakhiran kinerja Penyedia dalam DPT. Untuk

pemantauan kemajuan proyek dan kinerja Penyedia, Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat

membentuk Tim Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa yang memberikan laporan kepada Pengguna.

c. Adanya pelaksanaan secara efektif dari Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam

perjanjian/kontrak, seperti dalam hal pengawasan pekerjaan, laporan, dan sebagainya.

d. Adanya Asuransi yang memadai untuk barang, jasa atau pekerjaan yang dilakukan, kecuali

ditentukan lain, seperti pekerjaan jasa konsultansi.
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e. Adanya pemenuhan kewajiban Perpajakan sesuai ketentuan dan sudah diperhitungkan dalam

Dokumen Penawaran. Jika ada perubahan peraturan yang terjadi setelah pembukaan

penawaran dapat dilakukan penyesuaian.

f. Adanya Manajemen Keuangan yang efektif dalam perjanjian/kontrak dan pelaksanaan, sesuai

strategi pengadaan dan kontrak yang sudah ditentukan. Termasuk dalam hal Pembayaran uang

muka (down payment) jika diperlukan (misalnya PJB) berhadapan dengan seller’s market, dan

PJB berkepentingan mengamankan suplai material dan parts yang critical/bottleneck. Hal

lainnya adalah adanya pembayaran Progres Fisik Pekerjaan, baik model angsuran/termin atau

bulanan/monthly certificate, denda (bila ada), dan pajak.

g. Adanya Mobilisasi Lapangan yang dilakukan dalam waktu segera setelah penandatanganan

perjanjian/kontrak atau serah terima lokasi pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam dokumen

perjanjian/kontrak.

h. Adanya Pemeriksaan Lapangan yang efektif dan dilakukan secara bersama-sama. Jika

diperlukan dan disepakati, dapat dilakukan Pekerjaan Tambah Kurang.

i. Adanya Manajemen Perubahan Perjanjian/Kontrak yang dilakukan secara profesional dan

berhati-hati. Secara umum, perubahan perjanjian/kontrak dilakukan atas kesepakatan bersama

antara Pengguna dan Penyedia. Secara internal melibatkan Pengguna yang diwakili oleh

Pejabat Pelaksana Pengadaan. Jika diperlukan, usulan perubahan perjanjian/kontrak dapat

dimintakan rekomendasi kepada Value for Money Committee. Jika terdapat kebutuhan adanya

Penghentian dan Pemutusan Perjanjian/Kontrak, maka proses ini dilakukan secara profesional.

Jika diperlukan adanya Penyesuaian Harga karena perubahan keadaan yang menimbulkan

konsekuensi finansial yang sangat material, maka proses dilakukan secara profesional. Semua

perubahan harus segera dibuat Addendum/Amandemen/Memorandum Perjanjian/Kontrak.

j. Adanya pengaman dalam perjanjian/kontrak jika terdapat kondisi keterlambatan atau kinerja

tidak sesuai kontrak yang tidak dapat diterima. Secara umum, ini dilakukan dengan penerapan

konsep Liquidated Damages.

k. Adanya proses Serah Terima Pekerjaan dan Penutupan Kontrak yang dilakukan secara

profesional, diantaranya penyelesaian masalah penilaian kinerja Penyedia, keuangan, jaminan

termasuk warranties, dan jika ada kemungkinan klaim.

8.2. Denda Keterlambatan dan Kompensasi Kinerja Tidak Sesuai Kontrak (Liquidated
Damages)

Secara umum PJB menerapkan:

a. Denda atas keterlambatan menyelesaikan pekerjaan;

Besarnya denda keterlambatan kepada Penyedia atas keterlambatan menyelesaikan pekerjaan

ditentukan dalam suatu angka persentase dari harga perjanjian/kontrak atau bagian

perjanjian/kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum suatu persentase dari

perjanjian/kontrak. Pembayaran denda ini dikurangkan dari Nilai Pembayaran.

b. Kompensasi atas kinerja yang tidak sesuai dengan kontrak.

Untuk pekerjaan yang bersifat Strategis, seperti EPC, atau pekerjaan lainnya yang ditentukan

oleh Value for Money Committee, PJB menerapkan kompensasi atas kinerja yang tidak sesuai

dengan perjanjian/kontrak berdasarkan konsep Liquidated Damages, yaitu tingkat kompensasi
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yang ditentukan dalam perjanjian/kontrak, berdasarkan kerugian atau dampak yang terjadi

karena kinerja yang tidak sesuai dengan perjanjian/kontrak, yang dikuantifikasikan dalam

bentuk uang. Kinerja tidak sesuai kontrak misalnya ketidaksesuaian spesifikasi yang bisa

menyebabkan kerugian. Jumlah kerugian ini dihitung berdasarkan estimasi kerugian per hari.

Misalnya terjadi keterlambatan pembangunan suatu pembangkit, maka kerugian yang dapat

diderita PJB adalah biaya yang bisa timbul dari pembelian BBM untuk pembangkit lainnya yang

tetap harus beroperasi.
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BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

9.1. Perbaikan Aspek Tata Kelola dan Pengelolaan Risiko

Selain hal-hal di atas, sistem pengendalian internal pengadaan juga perlu ditingkatkan, dengan

menerapkan konsep 3 Lines of Defence. Idealnya, organisasi memiliki tiga baris pertahanan,

sebagai berikut:

a. Manajemen,

b. Manajemen risiko, dan

c. Audit Internal.

Gambar  9.1 Konsep 3 Lines of Defence

Manajemen (dalam hal ini Pengguna dan Direktorat yang menangani pengadaan) bertanggung

jawab untuk merancang, melaksanakan dan memelihara kontrol terhadap risiko, termasuk risiko

pengadaan.

Satuan Manajemen Risiko & Kepatuhan, sebagai ahli dalam risiko dan pengendalian, bertanggung

jawab untuk mengembangkan Enterprise Risk Management (ERM). Satuan Manajemen Risiko &

Kepatuhan ini juga bertanggung jawab untuk mendukung manajemen dalam menerapkan ERM,

termasuk dalam manajemen risiko dalam pengadaan. Peran Manajemen Risiko lebih bersifat

mendorong terselenggaranya manajemen risiko yang lebih baik difungsi Pengguna Barang/Jasa,

diantaranya dengan adanya Bidang Kepatuhan Kantor Pusat dan Fungsi Kepatuhan di Unit yang

menangani aspek kepatuhan pelaksanaan pengadaan oleh Pengguna Barang/Jasa dan Pejabat

Pengadaan.

Sedangkan Satuan Pengawas Internal (SPI) bertanggung jawab untuk secara independen meninjau

proses ERM, dan membuat rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses ERM.

Untuk itu, SPI perlu lebih mendorong Manajemen untuk mempunyai sistem pengendalian internal,

termasuk manajemen risiko yang lebih baik. Audit yang dilakukan lebih bersifat mendorong

perbaikan sistem pengadaan yang lebih baik di PJB. SPI dapat melakukan Audit sesuai ketentuan

yang berlaku di PT PJB sesuai Pedoman Audit yang berlaku. Audit perjanjian/kontrak masih

dilakukan, tetapi dalam rangka mendorong tercapainya sistem dan praktek pengadaan yang

profesional di PJB.

Control

First Line of Defense Second Line of Defense Third Line of Defense
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Risiko memang tidak dapat dihindari dalam pengadaan dan kebutuhan untuk mengelola risiko

secara proporsional berbanding lurus dengan kompleksitas, nilai dan pentingnya bagi PJB. Untuk

risiko tinggi atau pengadaan bernilai tinggi, manajemen risiko merupakan salah satu faktor kunci

keberhasilan.

Risiko Pengadaan dapat berasal dari organisasi itu sendiri, dari pemasok, dari hubungan kontraktual

atau dari faktor eksternal, dan dapat berhubungan dengan aspek teknis, aspek komersial, atau

aspek administratif yang harus dimitigasi dalam suatu proses pengadaan.

9.2. Sistem dan Praktek Pengadaan Yang Meminimalisir Penyimpangan

Dalam good procurement practice, mengurangi risiko penyimpangan dalam pengadaan secara

umum dapat dilakukan dengan mengkombinasikan tiga aspek, yaitu mengoptimalkan:

a. Transparansi dan Kompetisi,

b. Profesionalisme, dan

c. Akuntabilitas/Pengendalian.

Secara prinsip pengadaan harus dilakukan dengan transparan, untuk memaksimalkan kompetisi dari

Penyedia dalam pasar yang ada. Portal e-procurement PJB dapat berfungsi untuk mengoptimalkan

hal ini. Dengan penerapan asas transparansi, maka peluang untuk menyembunyikan informasi yang

dapat mengurangi kompetisi dapat diminimalkan. Secara umum, pengumuman, undangan

pemasukkan kualifikasi, undangan pemasukkan penawaran, pengumuman pemenang, dan

sebagainya, perlu informasikan/dimuat di portal e-procurement PJB. Dengan proses yang

menggunakan DPT, dimana calon Penyedia sudah dinilai kualifikasinya, termasuk dilakukan

due diligence untuk kemampuan teknisnya, maka dapat dikompetisikan penawaran mereka, dan

diharapkan PJB dapat berbisnis dengan para Penyedia yang kompeten dan kredibel, dimana para

Penyedia yang setara ini dikompetisikan untuk mendapatkan value for money bagi PJB.

Aspek profesionalisme terkait erat dengan peran profesi pengadaan yang mampu melaksanakan

proses pengadaan yang efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel,

melalui peran strategis, taktis, maupun operasional, serta implementasi kategori pengadaan sesuai

Supply Positioning Matrix. Profesionalisasi pengadaan dilakukan dan dibina oleh Divisi Supply Chain

Management Kantor Pusat untuk keseluruhan portofolio pengadaan PJB.

Termasuk profesionalisasi ini adalah penerapan Kode Perilaku yang ketat bagi seluruh insan PJB,

tidak hanya untuk staf dari Divisi Supply Chain Management/Direktorat/Bidang/Unit yang menangani

pengadaan, tetapi semua pihak di PJB, dalam kaitan dengan program PJB BERSIH.

Aspek Akuntabilitas & Pengendalian adalah bagaimana struktur organisasi dan pembagian tugas

memperjelas siapa pemilik business process, siapa risk owner, pembagian peran, tugas dan

tanggung jawab antara Divisi Supply Chain Management/Direktorat/Bidang/Unit yang menangani

pengadaan dan pejabat struktural didalamnya, maupun Pengguna Barang/Jasa dan Pejabat

Perencana PengadaanBarang/Jasa, serta peran Value for Money Committee, disamping peran

Satuan Manajemen Risiko & Kepatuhan dan SPI. Dengan kejelasan peran tersebut, maka aspek

pengendalian akan lebih mudah dilaksanakan.

Salah satu aspek pengendalian yang perlu dilakukan, adalah adanya fungsi kepatuhan internal di

Satuan Manajemen Risiko & Kepatuhan. Fungsi ini bertugas melakukan upaya preventif dan




